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Fitri Kurniyati, E0005167. 2009. KAJIAN YURIDIS 
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM 
YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan 
penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan perundang-
undangan. Selain itu juga untuk mengetahui Tindak pidana yang berpotensi terjadi 
dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis isi (content 
analysis). 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa 
penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam mengacu pada Undang-
Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah No 9 
Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
serta Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dari ketiga peraturan perundang-undangan 
yang mengatur penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut dapat 
diketahui bahwa kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun dan 
menyalurkan dana yang hanya diperuntukan bagi anggota, calon anggota, koperasi 
lain dan/atau anggotanya. Kenyataan yang ada saat ini, banyak Koperasi Simpan 
Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat luas diluar anggotanya. 
Lemahnya pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi 
Simpan Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan 
terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Penyimpangan 
tersebut tidak hanya berupa penyimpangan terhadap kode etik koperasi tetapi 
penyimpangan tersebut juga mengarah kepada tindak pidana yang tidak jarang 
menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi menjadi tersangka. Adapun 
tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
diantaranya: pertama, tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yaitu tindak pidana penggelapan dan tindak pidana 
penipuan; kedua, tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana perbankan; 
ketiga, tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana korupsi. 
 









Fitri Kurniyati, E0005167.2009. JURIDICAL STUDY OF HOLDING 
DEBIT-CREDIT COOPERATION ACTIVITY WHICH HAS POTENCY 
FOR CRIMINAL ACTS, Law Faculty Of Sebelas Maret University. 
This research studies and answers the problem concerning with regulating 
of holding debit-credit cooperation activity in laws. And also to know potential 
criminal acts which can be happened in holding debit-credit cooperation activity. 
This research is a kind of normative research which is descriptive. The kind 
of data which is used is secondary data that consist of primary law material, 
secondary law material and tertiary law material. Data collecting technique used is 
document study with content analysis technique. 
Based on the research and the analyze, it showed that holding the activity of 
debit-credit cooperation refers to regulation no. 525 1992 about cooperation; 
Government regulation no. 9 1995 about carrying out of debit credit activity 
business by cooperation, and the decision of minister of cooperation, little and 
middle entrepreneur minister of Republic Indonesia no: 351 /KEP/M/XII 1998 
about guidance of implementation debit credit activity business by cooperation.  
From the three regulations which regulate of holding debit credit cooperation 
activity can be known that debit credit cooperation activity is to unite and to make 
flow the fund which directed only to the members of cooperation, candidate of 
member, cooperation and/or its member.  Actually at recent time, a lot of debit 
credit cooperation which unite fund from a broad society beyond members of 
cooperation. The weak control and even no control against debit-credit 
cooperation give chance for deviations against regulation regarding with debit 
credit cooperation. The deviation is not merely deviation against ethic code of 
cooperation, but also it directed to criminal acts which make the caretaker and 
manager of cooperation to be suspected. And criminal acts which have potency to 
be happened in debit-credit cooperation activity  are among others: first, criminal 
act as it is regulated in criminal law, that is criminal act of embezzlement and 
swindle; second, criminal act which direct to bank crime; third, criminal act which 
also direct to criminal cooperation. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah 
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998  tentang Peningkatan 
Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian (selanjutnya disebut Inpres No 
18 Tahun 1998). Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik 
Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah untuk mempermudah perijinan pendirian koperasi. Dikeluarkannya 
Inpres No 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang 
berdiri di Indonesia. Inpres No 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi 
tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas 
melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah 
(Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2002: 109).  
Kebijakan tersebut tidak terlepas dari keinginan pemerintah dalam 
rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui koperasi. 
Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(selanjutnya disebut Undang-Undang No 25 Tahun 1992) dinyatakan bahwa 
koperasi diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi 
sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap 
sebagai soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi 
perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 
1945).  
Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa 
“Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 
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usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang 
bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasar ketentuan Pasal 
44, jati diri sebuah koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk 
anggota”. Hal tersebut sejalan dengan tujuan koperasi. Adapun tujuan koperasi 
yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 
dan UUD Tahun 1945.  
Menurut Halomoan Tamba, dari perspektif sejarah koperasi Indonesia, 
dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh 
dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari 
adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio 
berkembang-mekarnya suatu koperasi (http://www.smecda.com/deputi7/ 
file_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm, 12 Februari 2009, pukul 14.06 
WIB).  
Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang 
peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
(selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995) dan Keputusan Menteri Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 
351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut Kepmen No: 
351/Kep/M/XII/1998). 
Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong 
semakin banyaknya berdiri koperasi, salah satunya adalah Koperasi Simpan 
Pinjam. Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang 
bermunculan bak jamur di musim hujan. Menurut Sriyadi, Kepala Dinas 
Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa 
Tengah, pada akhir 2006, ada 11.235 unit koperasi yang aktif menjalankan 
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aktivitasnya. Dari unit koperasi yang aktif sebanyak 82% atau sekitar 7.200 
koperasi merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan anggota 
mencapai 87% dari jumlah anggota seluruh koperasi di Jawa Tengah 
(http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2007/06/04/brk,20070604-
101190,id.html, 16 Februari 2009 pukul 11.16 WIB). 
Banyaknya Koperasi Simpan Pinjam yang ada saat ini bukan jaminan 
terwujudnya perekonomian nasional yang mapan. Bahkan Koperasi Simpan 
Pinjam yang ada saat ini justru dinilai telah jauh meninggalkan prinsip serta 
tujuan utama koperasi. Dari sekitar 16.000 koperasi yang tercatat di Dinas 
Pelayanan Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, sebanyak 4.765 koperasi 
hanya tinggal papan nama karena tidak ada lagi aktivitasnya. Banyaknya 
koperasi yang tinggal papan nama karena koperasi tersebut didirikan hanya 
untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Padahal untuk mendapatkan 
fasilitas itu tidak mudah karena syaratnya antara lain koperasi itu sehat dan 
usianya lebih dari dua tahun (http://www.tempointeractive.com/hg/nasional 
/2007/06/04/brk,20070604101190,id.html, 16 Februari 2009 pukul 11.16 
WIB). 
Seiring berjalannya waktu, jati diri koperasi sebagai badan usaha “dari 
anggota, oleh anggota dan untuk anggota” dinilai semakin pudar. Koperasi 
Simpan Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang 
tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak Koperasi 
Simpan Pinjam yang berdiri, semakin ketat pula persaingan antar sesama 
Koperasi Simpan Pinjam. Mereka saling berinovasi dan berlomba-lomba 
menawarkan berbagai bentuk investasi simpanan untuk mencari calon-calon 
anggota.  
Ketentuan “calon anggota” dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 
ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan 
Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat 
dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya 
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sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula 
keuntungan yang didapat. Meskipun ketentuan tentang calon anggota telah 
diatur secara jelas, bahwa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataanya setelah 
waktu yang ditentukan berakhir calon-calon anggota tersebut statusnya tidak 
berubah menjadi anggota. 
Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 
ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa: “Kegiatan Usaha 
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah: a. menghimpun 
simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon 
anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; b. memberikan pinjaman 
kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”. 
Berdasarkan Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan 
kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang 
diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk 
melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis 
tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan 
mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan 
wewenang pengurus koperasi. 
Namun dalam prakteknya, seringkali Koperasi Simpan Pinjam 
melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas bukan 
anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga 
kepada nasabahnya di atas bunga bank. Dengan menempatkan sejumlah 
uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan 
mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan 
pun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggiurkan, karena orang 
akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah 
keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu 
membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap 
rasionalitas usaha maupun kemungkinan resikonya. Sehingga banyak 
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masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya 
(http://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dana-
nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam, 16 Februari 2009, pukul 12.06).  
Seperti kasus yang  dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Utama Karya yang ada di Solo. Kasus tersebut berkedok penawaran deposito 
berjangka. Para nasabah mengaku tergiur iming - iming bunga tinggi, 
sehingga membeli sertifikat deposito berjangka dengan nilai 10 juta rupiah per 
sertifikat. Karena tergiur keuntungan yang besar, sejumlah nasabah terbujuk 
untuk membeli belasan sertifikat tersebut. Namun hingga batas waktu yang 
dijanjikan bunga dan pengembalian uang deposito ternyata tidak juga 
dibayarkan oleh pihak koperasi (http://euro2008.tempointeraktive.com 
/hg/nusa/2007/11/05/brk,20071105-110756,id.html, 16 Februari 2009, pukul 
12.10 WIB). 
Contoh kasus lainnya yaitu, kasus yang dilakukan oleh Wijaya Bank, 
Kendati namanya Memakai kata  "bank",  Wijaya Bank (WB) bukanlah bank, 
tetapi murni usaha Koperasi Simpan Pinjam. Dahlan Sutalaksana selaku 
Direktur Muda Bank Indonesia telah melakukan pengecekan dan hasilnya 
dinyatakan bahwa nama WB tidak tercantum dalam daftar nama bank-bank 
yang diberi izin operasi oleh Departemen Keuangan. Hasil pengecekan 
tersebut dilaporkan kepada polisi dan segera ditindaklanjuti oleh polisi. Dari 
hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Wijaya Bank memiliki izin 
sebagai Koperasi Usaha Simpan Pinjam dari Kantor Wilayah (Kanwil) 
Departemen Koperasi DKI Jakarta per 1 Juni 1992. Dalam izin hanya 
dicantumkan nama Koperasi Simpan Pinjam Wijaya, tanpa sebutan "bank" 
dibelakangnya. Semula, koperasi itu hanya memiliki izin usaha sebagai 
Koperasi Simpan Pinjam dari anggotanya. Namun, dengan bantuan oknum di 
kantor koperasi,  izin usahanya diubah menjadi menerima deposito berjangka, 
sertifikat deposito, valuta asing, juga izin mengeluarkan kartu kredit 
(http://majalah.tempointeraktive.com/id/cetak/1992/09/12/KRI/mbm.1992091
2.KRI10378.id.html, 16 Februari 2009 pukul 12.09 WIB). 
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Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana 
dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal 
ini mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan dana masyarakat yang 
disimpan. Terkait dengan kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun 
dana dari masyarakat di luar anggotanya, hal tersebut mengindikasikan adanya 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 
juncto Pasal 18 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang-Undang 
Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana masyarakat 
diluar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan. 
Pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 
10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu 
koperasi. Berdasar ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi 
ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus 
mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut sebagaimana 
diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan 
bahwa: 
Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 
wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank 
Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana 
dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. 
Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia 
sering disebut sebagai “Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak 
pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 
ayat (1) yang berbunyi: 
Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda 
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sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).  
Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa: 
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan 
atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan 
baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau 
yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-
duanya. 
Terkait dengan penyimpanan dana nasabah di Koperasi Simpan Pinjam, 
belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perlindungan bagi nasabah yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan 
Pinjam. Dengan tidak adanya perlindungan bagi nasabah penyimpan dana, 
maka dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam rawan terjadi tindak pidana. 
Tindak pidana yang biasa terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
yaitu penipuan dan/atau penggelapan atas dana nasabah yang disimpan oleh 
pengurus Koperasi Simpan Pinjam.   
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: 
KAJIAN YURIDIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOPERASI 
SIMPAN PINJAM YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai 
penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam? 
2. Tindak pidana apa saja yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan 
kegiatan Koperasi Simpan Pinjam? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu 
yang hendak dicapai. Tujuan penelitian juga harus jelas sehingga dapat 
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 xxiii 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi 
Simpan Pinjam dalam peraturan perundang-undangan; 
b. Untuk mengetahui Tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam 
penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 
dalam program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret; 
b. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis 
dalam mengkaji masalah di bidang hukum pidana dan hukum perdata 
khususnya mengenai tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam 
penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam; 
c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah penulis 
peroleh. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana 
dan hukum perdata pada khususnya; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur dalam kepustakaan tentang tindak pidana yang berpotensi 
terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam; 






2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; 
b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan 
penalaran, membentuk pola pikir ilmiah. 
E. Metode Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang 
mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. 
Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut 
(Soerjono Soekanto, 2006: 5-6): 
1. logika dari penelitian ilmiah; 
2. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian; 
3. suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian. 
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun 
maksud dari penelitian hukum normatif itu adalah penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji 
kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang 
diteliti.  
2. Sifat Penelitian 
penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam 
kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10).  
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3. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam 
penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan 
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). 
Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan 
undang-undang (statute approach) dan pendekatan historis (historical 
approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan 
historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan 
perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan 
sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah 
sumber data sekunder. Dimana data sekunder tersebut mencakup 
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13): 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari  
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 
3) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan; 
4) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 
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5) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 
6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 
bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 
resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 
hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan penelitian hukum yang 
digunakan buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan yang penulis 
gunakan yaitu buku yang membahas mengenai penyelenggaraan 
Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Potensi tindak 
pidana yang terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka Studi dokumen 
atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan 
data terkait penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam, dengan 
cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-buku, literatur, artikel majalah dan koran, karangan 
ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok 
permasalahan dalam penelitian yaitu terkait dengan penyelenggaraan 




6. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi 
(content analysis), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-
inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 
memperhatikan konteksnya analisis ini mencakup prosedur-prosedur 
khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). 
Mengutip dari Albert Widjaja dalam bukunya Noeng Muhadjir, 
tentang content analysis, dalam menganalisa harus berlandaskan aturan 
yang dirumuskan secara eksplisit (Noeng Muhadjir, 2000: 68). 
Berdasarkan pendapat tersebut, dalam hal ini penulis berusaha 
mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, 
mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data terkait dengan 
penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang diperoleh 
penulis, kemudian mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan 
mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan 
suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan 
menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan 
tersebut kemudian ditemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna 
memberikan saran/ masukan.  
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi 
penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum 
ini yang terdiri dari 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelititan, metode penelitian dan 
sistematika penulisan hukum. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan 
penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang 
penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut 
meliputi tinjauan tentang Perkoperasian di Indonesia dan tinjauan 
tentang Tindak Pidana. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman 
alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai dengan kerangka 
berfikir. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis mengungkapkan dan membahas hasil 
penelitian dari sumber data sekunder. Untuk mempermudah dalam 
mengungkapkan dan membahas hasil penelitian, maka penulis 
membaginya menjadi 2 (dua) tahap: 
a. Penulis mendiskripsikan hasil temuan data yang diperoleh 
penulis sehubungan dengan peraturan perundang-undangan 
mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi 
Simpan Pinjam; 
b. Penulis melakukan kajian terhadap temuan-temuan data 
tersebut untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai 
Tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan 
kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.  
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian 
dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa 
kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki dan yang 









A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Perkoperasian di Indonesia 
a. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia 
Mengenai sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dapat 
dilihat dalam tiga masa periode, yaitu periode penjajahan Belanda, 
periode pendudukan Jepang dan periode kemerdekaan. Untuk lebih 
jelasnya, maka berikut ini akan diuraikan satu per satu dari masa 
periode tersebut (R T Sutantya Rahardja H, 2000, 14-29). 
1) Periode Penjajahan Belanda. 
Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi 
Indonesia. Pada tahun 1896, seorang Patih Pamong Praja bernama 
R. Aria Wiria Atmadja di Purwokerto mendirikan bank simpanan 
untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat tindakan dalam 
soal riba dari kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan 
dari seorang Asisten Residen Belanda yang bertugas di Purwokerto 
bernama E. Sieburgh. Pada tahun 1898 ide R. Aria Wiria Atmadja 
ini diperluas oleh De Walff Van Westerrode sebagai pengganti dari 
E. Sieburgh. Namun cita-cita dan ide dari R. Aria Wiria Atmadja 
ini tidak dapat berlanjut, karena mendapat rintangan sebagai 
kegiatan dari politik pemerintah penjajah waktu itu. 
Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan nasional, tepatnya 
pada tahun 1908-1913, Boedi Oetomo mencoba mengajukan 
koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang kemudian 
menjadi koperasi konsumsi yang didalam perkembangannya 
kemudian menjadi koperasi batik. 
Gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dengan dibantu 
oleh Serikat Islam inilah yang melahirkan koperasi pertama kali di 
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Indonesia, bersamaan dengan lahirnya gerakan kebangkitan 
nasional. Namun demikian, perkembangan koperasi pada waktu itu 
kurang memuaskan karena adanya hambatan yang datang dari 
pemerintah Belanda. Meskipun perkembangan koperasi kurang 
lancar, pemerintah Belanda tetap khawatir jika koperasi makin 
tumbuh dan berkembang di kalangan Boemi Poetra. Untuk itu, 
agar perkembangan koperasi tidak makin meluas, Pemerintah 
Belanda pada tahun 1915 berusaha mengatur kehidupan koperasi 
dengan suatu undang-undang. 
Pada tahun 1915 inilah lahir undang-undang koperasi yang 
pertama kali di negara jajahan Hindia Belanda, yang disebut 
sebagai Verordening op de Cooperatieve Verenegingen (Koninklijk 
Besluit, 7 April 1915, Stb. 431). Undang-undang ini konkordan 
dengan Undang-Undang Koperasi Belanda tahun 1876, dan 
Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini berlaku bagi semua 
golongan rakyat pada waktu itu. Munculnya Undang-Undang 
Koperasi yang konkordan dengan Undang-Undang Koperasi 
Belanda tahun 1876 ini, mengakibatkan perkembangan koperasi 
justru makin menurun. Para pemuka masyarakat Indonesia, 
khususnya dari kaum gerakan nasional menentang keras undang-
undang tersebut. Akhirnya pada tahun 1920 Pemerintah Belanda 
membentuk suatu komisi atau panitia koperasi atas desakan keras 
dari para pemuka masyarakat. Hasil dari komisi koperasi ini 
melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu 
dikembangkan. Akhirnya pada tahun 1927 Rancangan Undang-
Undang Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia 
selesai dibuat dan diundangkan pada tahun itu juga. Maka 
keluarlah Undang-Undang Koperasi Tahun 1927 yang disebut 
Regeling Inlandsche Cooperative Verenegingen (Stb. 1927-91). 
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Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Koperasi tahun 
1927, koperasi di Indonesia mulai bangkit dan berkembang lagi. 
Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen 
Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, karena banyaknya 
kegiatan di bidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakan bahwa 
koperasi lebih sesuai berada dibawah Departemen Ekonomi. 
Kemudian pada tahun 1937 dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam 
yang diberi bantuan modal oleh pemerintah, dengan diberi tugas 
sebagai koperasi pemberantas hutang rakyat.  
2) Periode Pendudukan Jepang. 
Sejak Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, peranan 
koperasi menjadi berubah. Koperasi yang bercirikan demokrasi 
sudah tidak ada lagi, karena oleh Jepang, koperasi dijadikan 
sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara 
Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi 
Kumai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan 
perang. 
Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan 
bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya 
ketentuan dari penguasa Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi 
harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan biasanya 
izin tersebut sangat dipersulit. 
3) Periode Kemerdekaan. 
Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia 
pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-
Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disahkan, 
maka timbul semangat baru untuk menggerakan koperasi. Hal ini 
dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat 
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didalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 
beserta penjelasannya. 
Karena koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat 
dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan 
jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka gerakan koperasi 
seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 
12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan 
penting yang diambil dalam kongres tersebut, salah satunya adalah 
menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari 
Koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh 
Bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian 
melalui koperasi. 
Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan 
kongres yang kedua, dimana salah satu keputusannya adalah 
menetapkan dan mengangkat Dr. M. Hatta sebagai “Bapak 
Koperasi Indonesia”. Kemudian pada tahun 1958 pemerintah mulai 
mengundangkan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958. 
Undang-Undang Koperasi ini dibuat berdasarkan Pasal 38 Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disebut UUDS 1950), 
dimana isi pasal tersebut sama dengan isi Pasal 33 UUD 1945. 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 
yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 UUDS 1950, koperasi 
semakin maju dan berkembang, serta tumbuh dimana-mana. 
Namun dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan 
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka pemerintah kemudian 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 
sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 79 
Tahun 1958. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa pemerintah 
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bersikap sebagai Pembina dan pengawas perkembangan koperasi 
Indonesia. 
Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1960 keluarlah 
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960. Isi dari Inpres tersebut  
antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong 
pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerjasama antara Jawatan 
Koperasi dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut 
Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop). 
Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan 
koperasi pada waktu itu, berdampak pada ketergantungan koperasi 
terhadap bantuan pemerintah. Pengurus koperasi terbiasa hanya 
mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari 
pemerintah. Akibat selanjutnya, pengurus koperasi menjadi 
kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi 
kelangsungan hidup koperasi. Disamping itu juga, partai-partai 
politik juga mulai campur tangan terhadap koperasi. Koperasi 
mulai dijadikan alat perjuangan politik bagi sekelompok kekuatan 
tertentu. Akibatnya, koperasi menjadi kehilangan kemurniannya 
sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis, serta sendi 
dasar utama koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, 
agama dan ras/suku menjadi tidak murni lagi. 
Dalam keadaan seperti itu, pada tanggal 24 mei 1961 di 
Surabaya diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I yang 
dihadiri oleh utusan-utusan baik dari koperasi tingkat I, II dari 
seluruh Indonesia, maupun Induk Gabungan Koperasi Tingkat 
Nasional dan wakil-wakil pemerintah. Munas I ini belum dapat 
memperbaiki citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasan 
idiilnya. Maka pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diselenggarakan 
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Munas II yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. 
Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1967 pemerintah orde 
baru dengan persetujuan DPR GR telah berhasil menyusun 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Perkoperasian. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  
12 Tahun 1967, maka koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu 
mulai ditertibkan (R.T. Sutantya Rahardja H, 2000: 14-27).  
Pada tahun 1978, pemerintah mengeluarkan Instruksi 
Presiden Nomor 2 Tahun 1978 (Inpres No 2 Tahun 1978) tentang 
Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Inpres 
No 2 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi ketika dikeluarkan 
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984. 
Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan jaman, 
maka pada tanggal 21 Oktober 1992 telah dikeluarkan Undang-
Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan adanya 
undang-undang ini diharapkan koperasi-koperasi yang ada dapat 
bertambah maju, juga akan tumbuh koperasi-koperasi baru. 
Selain itu, pemerintah transisi di bawah kepemimpinan 
Presiden B.J. Habibie telah menetapkan Inpres No 18 Tahun 1998 
tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi. 
Dengan demikian, pemerintah telah memberikan kesempatan 
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan 
mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, dan koperasi 
diberi kesempatan untuk lebih mandiri dan bebas melakukan 
aktivitas usahanya, lebih-lebih dengan berkembangnya wacana 
demokrasi di kalangan masyarakat tanpa campur tangan 
pemerintah (Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2002: 27). 
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b. Pengertian Koperasi 
Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama serta  
operation yang mengandung makna bekerja. Jadi, secara leksikologis, 
koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kerjasama yang 
beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia 
memberikan kebebasan untuk keluar masuk sebagai anggotanya. 
Dalam perkumpulan tersebut, kesejahteraan para anggota benar-benar 
diperjuangkan (Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, 2002: 1). 
Menurut R.M. Margono Djojohadikoesoeno sebagaimana dikutip 
oleh Muhammad Firdaus, koperasi adalah perkumpulan manusia 
seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama 
untuk memajukan ekonominya. Mengutip pendapatnya Soeriaatmadja 
yang juga termuat dalam bukunya Muhammad Firdaus, koperasi 
adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan 
derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan 
politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan 
bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama 
(Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2002: 39). 
Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, 
dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi 
rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan 
hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan (R.T. Sutantya Rahardja H, 
2000: 3). Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 
1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 
asas kekeluargaan. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka koperasi mempunyai ciri-ciri 
(R.T. Sutantya Rahardja H, 2000: 4): 
1) Suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu 
tujuan memperoleh keuntungan ekonomis; 
2) Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, 
untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya; 
3) Keanggotaan koperasi bersifat suka rela tidak boleh dipaksakan 
oleh siapapun dan bersifat tidak ada pembatasan ataupun 
diskriminasi dalam bentuk apapun juga; 
4) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para 
anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota 
koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi; 
5) Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi 
ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada 
koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada 
para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga 
yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas 
besarnya modal yang diberikan; 
6) Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi 
dapat berdiri sendiri  tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki 
kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, 
berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan 
mengelola diri sendiri. 
c. Tujuan, Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 
Dalam Bab II bagian kedua Pasal 3 Undang-Undang No 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi sebagai 
berikut: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tataran 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
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maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945”.  
Fungsi dan Peran koperasi tercantum dalam Bab III bagian 
pertama Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Pasal 4 tersebut 
menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah: 
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat; 
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 
sokogurunya; 
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
Gambaran dari tujuan, fungsi dan peran koperasi di atas dapat 
diuraikan seperti berikut (R.T. Sutantya Rahardja H, 2000: 40-46). 
1) Koperasi berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat 
meningkatkan penghasilannya. Misalnya dalam Koperasi Unit 
Desa (KUD) membeli beras atau gabah dari para petani, terutama 
petani anggota KUD; 
2) Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan jalan 
membuka atau memberikan kesempatan kerja bagi para pencari 
lapangan pekerjaan; 
3) Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. 
Misalnya dalam KUD yang bergerak dibidang pertanian, KUD 
tersebut dapat mempersatukan daya upaya pertaniannya dengan 
jalan memenuhi kebutuhan oleh masyarakat petani, seperti: 
cangkul, sabit, alat bajak, dll; 
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4) Koperasi dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat; 
5) Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat 
dengan jalan mendidik para anggota terlebih dahulu, dan kemudian 
secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan 
pengetahuannya tersebut kepada masyarakat sekitar; 
6) Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi; 
7) Koperasi dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi; 
8) Koperasi dapat berperan serta dalam membangun tatanan 
perekonomian nasional. 
Mengenai prinsip koperasi, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 
telah mengaturnya dalam Pasal 5. Pasal 5 tersebut berbunyi: 
1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: 
a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; 
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 
c) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding 
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
e) Kemandirian. 
2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan 
pula prinsip koperasi sebagai berikut: 
a) Pendidikan perkoperasian; 
b) Kerja sama antar koperasi.  
Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 1992, 
diuraikan bahwa:  
Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat 
dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan 
keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai 
badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak 
sosial. 
Ayat (1) 
Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi 
sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi 
yang membedakannya dari badan usaha lainnya. 
Huruf  a 
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung 
makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan 
siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang 
anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan 
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syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan 
sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan 
pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. 
Huruf  b 
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi 
dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota 
itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam koperasi. 
Huruf  c 
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak 
semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam 
koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota 
terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan 
perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. 
Huruf  d 
Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk 
kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. 
Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para 
anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya 
modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar 
dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar. 
Huruf  e 
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa 
tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada 
pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam 
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung 
jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan 
sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. 
Ayat (2) 
Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip 
koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar 
koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam 
meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan 
memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja 
sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi ditingkat lokal, 
regional, nasional dan internasional. 
d. Syarat Pembentukan Koperasi 
Mengenai syarat pembentukan koperasi, Undang-Undang No 25 
Tahun 1992 telah mengaturnya dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, 





1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) 
orang. 
2) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
koperasi. 
Pasal 7  
1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. 
2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia. 
Pasal 8 
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
memuat sekurang-kurangnya: 
1) Daftar nama pendiri; 
2) Nama dan tempat kedudukan; 
3) Ketentuan mengenai keanggotaan; 
4) Ketentuan mengenai rapat anggota; 
5) Ketentuan mengenai pengelolaan; 
6) Ketentuan mengenai permodalan; 
7) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 
8) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha; 
9) Ketentuan mengenai sanksi. 
Mengenai ketentuan permodalan, Modal koperasi terdiri dari 
modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari : 
1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang 
wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk 
menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali 
selama yang bersangkutan masih menjadi anggota; 
2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus 
sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam 
waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat 
diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 
anggota; 
3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 
penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk 




Modal pinjaman dapat berasal dari anggota; koperasi lainnya 
dan/atau anggotanya; bank dan lembaga; penerbitan obligasi dan surat 
hutang lainnya dan sumber lain yang sah. 
e. Langkah Pembentukan Koperasi 
Langkah-langkah dalam mendirikan koperasi dapat dijelaskan 
sebagai berikut (Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2002: 48-52). 
1) Dasar Pembentukan 
Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud 
dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan 
oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam pembentukan koperasi adalah sebagai berikut: 
a) Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi 
anggota koperasi mempunyai kegiatan dan atau kepentingan 
ekonomi yang sama. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan 
memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan 
ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi 
yang sama. 
b) Orang-orang yang mendirikan koperasi tersebut tidak dalam 
keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang atau terlibat masalah 
atau sengketa hukum, juga orang-orang yang diindikasikan 
sebagai orang yang suka memecah belah persatuan gerakan 
koperasi. Para pendiri koperasi harus orang-orang yang cakap 
hukum dan mampu melakukan tindakan hukum. 
c) Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara 
ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha 
tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan 
keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga 
kerja, modal dan teknologi. 
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d) Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan 
usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan 
memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar. 
e) Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan 
kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi 
dalam pengelolaan koperasi. 
2) Persiapan Pembentukan Koperasi 
Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam usaha mendirikan 
koperasi adalah sebagai berikut: 
a) Pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh 
pendiri. Persiapan tersebut antara lain: kegiatan penyuluhan, 
penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon 
anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai 
perkoperasian. 
b) Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat 
pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan 
keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota. 
c) Para pendiri menyiapkan rapat pembentukan dengan cara: 
menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD 
dan ART) dan rencana awal kegiatan usaha. 
3) Rapat Pembentukan 
Setelah usaha persiapan pembentukan koperasi dilakukan, 
selanjutnya dilakukan rapat pembentukan dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a) Rapat anggota dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua 
puluh) orang untuk koperasi primer dan 3 (tiga) koperasi untuk 
koperasi sekunder. 
b) Rapat pembentukan dipimpin oleh seorang/beberapa pendiri 
atau kuasa pendiri. 
c) Yang dimaksud penguasa pendiri adalah beberapa orang dari 
pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri 
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untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk 
memperoses pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian 
koperasi dan menandatangani AD koperasi. 
d) Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, pejabat 
yang menangani urusan koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah dapat hadir dalam rapat pembentukan untuk 
membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan 
petunjuk-petunjuk seperlunya. 
e) Dalam rapat pembentukan tersebut perlu dibahas antara lain 
mengenai keanggotaan, usaha yang akan dilakukan, modal 
sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha serta pengurusan 
AD/ART. 
f) AD harus memuat sekurang-kurangnya sesuai dengan Pasal 8 
Undang-Undang No 25 Tahun 1992. 
g) Rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan terhadap 
hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin c dan e membuat 
berita acara rapat pembentukan koperasi. 
Untuk mendapatkan pengesahan status Badan Hukum 
Koperasi maka diperlukan hal-hal sebagai berikut: 
a) Pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian 
Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan 
pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang 
menerbitkan akta pendirian koperasi, yaitu Dinas Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah bagi pembentukan koperasi 
primer dan sekunder yang beranggotakan orang-orang atau 
badan hukum koperasi yang bertempat tinggal/berdomisili di 
wilayah yang bersangkutan atau kepala-kepala Dinas Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi  bila anggotanya 
berdomisili dalam satu propinsi atau kepada Menteri Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi Bidang 
Kelembagaan dan Pengusaha Kecil dan Menengah bagi 
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koperasi primer dan koperasi sekunder yang beranggotakan 
orang-orang atau badan hukum koperasi yang anggotanya 
bertempat tinggal/berdomisili pada beberapa propinsi. 
b) Penelitian Anggaran Dasar Koperasi 
Pejabat yang berwenang dalam bidang Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah atau Menteri Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi Bidang 
Kelembagaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah akan 
melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang 
diajukan oleh pendiri atau kuasanya, terutama mengenai 
keanggotaan, pedoman, kepengurusan dan bidang usaha yang 
akan dijalankan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. 
Materi Anggaran Dasar tersebut tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dan juga ketertiban 
umum serta kesusilaan.  
c) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 
Hasil penelitian pejabat yang berwenang serta yang 
bersangkutan berpendapat bahwa Anggaran Dasar tersebut, 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 
dan ketertiban umum serta kesusilaan, maka pejabat tersebut 
mengesahkan akta pendirian koperasi dengan surat  keputusan 
atas nama Menteri Negara, yaitu Menteri Koperasi, Pengusaha 
Kecil dan Menengah. Pengesahan akta pendirian koperasi 
tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan 
secara lengkap.  
Untuk mengajukan permintaan pengesahan akta 
pendirian koperasi primer dan sekunder yang beranggotakan 
orang-orang atau badan hukum koperasi yang berdomisili pada 
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beberapa propinsi maka Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi 
dan Pengusaha Kecil Menengah berpendapat bahwa  Anggaran 
Dasar tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 
25 Tahun 1992  dan ketertiban umum serta kesusilaan, maka 
atas nama Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah mengesahkan  akta pendirian koperasi dengan surat 
keputusan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah yang ditandatangani Deputi Bidang Kelembagaan 
Pengesahan, akta pendirian tersebut harus ditetapkan paling 
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan 
pengesahan secara lengkap. Nomor dan tanggal surat keputusan 
pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan 
tanggal perolehan status badan hukum. 
Surat keputusan dan pengesahan di atas dihimpun dengan 
cara dicatat dalam buku daftar umum dan setiap pendiri dapat 
memperoleh salinan akta pendirian koperasi dari pejabat yang 
berwenang sesuai tingkatan kewenangannya berdasarkan surat 
keputusan menteri tersebut di atas. Surat keputusan dan 
pengesahan tersebut diumumkan dalam berita Negara Republik 
Indonesia dan biaya pengumumannya dibebankan kepada 
Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 
Surat keputusan akta pendirian harus disampaikan kepada 
pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan. Akta 
pendirian koperasi yang bermeterai disimpan di kantor pejabat 
koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai pertinggal. 
f. Bentuk dan Jenis Koperasi 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang No 25 
Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi 
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primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang 
didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer 
dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder 
yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. 
Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan 
oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. 
Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi 
Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis 
atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder 
dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai 
pusat, Gabungan, Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya 
diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan. 
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa 
“jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan 
ekonomi anggotanya”. Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah 
kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, 
seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, 
Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus 
Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai 
negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan 
jenis Koperasi tersendiri. 
Penjenisan Koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut 
pendekatan, antara lain sebagai berikut (Muhammad Firdaus dan Agus 
Edhi S, 2002: 62-69). 
1) Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai 
dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-
jenis koperasi sebagai berikut. 
a) koperasi konsumsi; 
b) koperasi kredit; 
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c) koperasi produksi; 
d) koperasi jasa; 
e) koperasi distribusi (pemasaran). 
2) Berdasarkan golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis 
koperasi sebagai berikut. 
a) Koperasi Pegawai Negeri (KPN); 
b) Koperasi Angkatan Darat (Kopad); 
c) Koperasi Angkatan Laut (Kopal); 
d) Koperasi Angkatan Udara (Kopau); 
e) Koperasi Angkatan Kepolisian (Koppol); 
f) Koperasi Pensiunan Angkatan Darat; 
g) Koperasi Pensiunan (Koppen); 
h) Koperasi Karyawan (Kopkar); 
i) Koperasi Sekolah. 
3) Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal jenis koperasi antara 
lain sebagai berikut. 
a) Koperasi Desa, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri 
dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama; 
b) Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya 
terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan 
langsung dalam bidang konsumsi; 
c) Koperasi Pertanian, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya 
terdiri dari petani pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan 
orang-orang yang berkepentingan serta pencahariannya 
berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan; 
4) Koperasi Peternakan yaitu koperasi yang anggota-anggotanya 
terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan 
dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan 
peternakan.; 
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5) Koperasi Perikanan yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri 
dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang 
berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan 
dengan usaha perikanan; 
6) Koperasi Kerajinan/Industri yaitu koperasi yang anggota-
anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi dan 
buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung 
berhubungan dengan kerajinan/industri yang bersangkutan; 
7) Koperasi Simpan Pinjam/Kredit koperasi yang anggota-anggotanya 
setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dibidang 
perkreditan; 
8) Koperasi Asuransi; 
9) Koperasi Unit Desa. 
2. Tinjauan tentang Koperasi Simpan Pinjam 
Pemerintah memandang perlu untuk menumbuh kembangkan 
Koperasi Simpan Pinjam. Hal itu dilakukan dalam rangka memperluas 
kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan 
produktif, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kesejahteraannya.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No 9 Tahun 1995, “Koperasi 
Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan 
pinjam”. Kegiatan usaha simpan pinjam dalam suatu koperasi hanya dapat 
dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Hal itu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 yang 
menyebutkan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan 
oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam”. Koperasi 
Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. 
Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha 
simpan pinjam oleh koperasi diatur dalam Kepmen No: 
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351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi. 
Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan 
kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya 
bunga yang ringan. Koperasi ini bergerak dalam lapangan usaha 
pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus 
untuk kemudian dipinjamkan  kepada para anggotanya secara mudah, 
murah dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Pandji Anoraga 
dan H. Djoko Sutandoko, 2002: 21-22). 
Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 19 PP 
No. 9 Tahun 1995. Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam meliputi:  
1) menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari 
anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; 
2) memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi 
lain dan atau anggotanya.  
Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 
menyebutkan bahwa “Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan 
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian 
pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan 
kemampuan pemohon pinjaman”. Dalam menjalankan kegiatannya, 
Koperasi Simpan Pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota 
koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian 
dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan 
kembali bagi anggota yang membutuhkannya (Kasmir, 1999: 270). 
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal 
dalam hukum pidana Belanda yaitu ”Strafbaar feit”. Walaupun istilah 
ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, tetapi tidak ada 
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penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar feit. 
Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan 
isi dari istilah itu (Adami Chazawi, 2002: 67). 
Menurut Simons dalam bukunya Moeljatno, “Strafbaar feit 
adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang 
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Van 
Hamel berpendapat dalam bukunya Moeljatno, bahwa “Strafbaar feit 
adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam 
wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) 
dan dilakukan dengan kesalahan” (Moeljatno, 1993: 56). 
Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Lamintang mengartikan 
Strafbaar feit sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat 
tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan 
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 
terdapat didalamnya”. Pompe dalam buku yang sama menyebutkan 
bahwa: 
 Strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum (Lamintang, 1997: 181-182). 
Jonkers memberikan definisi strafbaar feit dalam dua pengertian, 
yaitu (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 16): 
1) Strafbaar feit adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana 
oleh undang-undang (definisi pendek); 
2) Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan (definisi panjang). 
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Hamel dan Noyon Langemeyer mengatakan bahwa strafbaar feit 
itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, 
yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan. Menurut Vos, strafbaar feit adalah kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
Roeslan Saleh memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu 
perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang 
tidak boleh atau tidak dapat dilakukan (Martiman Prodjohamidjojo, 
1997: 15-17). 
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai strafbaar feit (tindak 
pidana) diatas maka penulis lebih cenderung untuk menerima pendapat 
Simon dengan alasan pengertian tersebut menentukan suatu tindak 
pidana bukan hanya larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan 
sesuatu tetapi juga perintah kepada seseorang untuk melakukan 
sesuatu, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik 
seperti yang dirumuskan dalam undang-undang dan menurut peraturan 
perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 
(tindakan melawan hukum) dan diancam dengan pidana. 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dari beberapa pengertian tindak pidana di atas, dapat dijabarkan 
kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Untuk lebih 
jelasnya, Lamintang menjabarkan unsur-unsur subyektif dan unsur-
unsur obyektif sebagai berikut (Lamintang, 1997: 193-194): 
Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada 
diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam 
hatinya. Unsur-unsur subyektif tersebut antara lain: 
1) kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa); 
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2) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging; 
3) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
5) perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur 
obyektif tersebut antara lain: 
1) sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2) kualitas dari si pelaku; 
3) kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 
unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci menjadi (Adami Chazawi, 
2005: 81): 
1) perbuatan (yang); 
2) melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4) dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan pengertian strafbaar feit, yang diberikan oleh Vos, 
dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yang meliputi (Adami 
Chazawi, 2005: 80): 
1) kelakuan manusia; 
2) diancam dengan pidana; 
 liii 
3) dalam peraturan perundang-undangan. 
Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu 
tidak tercantum dalam rumusan delik. Dengan demikian, rumusan 
pengertian tindak pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk 
dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 
dapat dicela. Dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak 
pidana yang dapat dibagi menjadi unsur undang-undang dan unsur 
diluar undang-undang. Unsur-unsur tersebut di antaranya (D. 
Schaffmeister, dkk, 1995: 27): 
1) perbuatan manusia (yang merupakan unsur undang-undang). 
Pengertian perbuatan manusia disini mencakup  juga perbuatan 
yang dilakukan oleh badan hukum); 
2) bersifat melawan hukum (yang merupakan unsur undang-undang); 
3) dapat dicela (unsur diluar undang-undang). 
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, 
antara lain (Adami Chazawi, 2002: 117-133): 
1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan 
pelanggaran. Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada 
kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 
pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi 
berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih 
didominir dengan ancaman pidana penjara. 
2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materiil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbutan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau 
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tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan 
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata 
pada perbuatannya. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana 
materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang 
dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana kealpaan (culpose 
delicten). 
Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya 
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur 
kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. 
4) Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana 
aktif/positif (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif 
(delic omissionis). 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan 
yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari 
anggota tubuh  orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang 
melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam 
tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu 
yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk 
berbuat tertentu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya 
tadi. Disini dia telah melakukan tindak pidana pasif.  
5) Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak 
pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang 
lama. Tindak pidana terjadi seketika maksudnya adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu 
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singkat saja, misalnya: pencurian, jika perbuatan mengambilnya 
selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. 
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 
sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yaitu setelah 
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, 
misalnya: perampasan kebebasan yang berlangsung lama dan akan 
terhenti setelah korban dilepaskan/dibebaskan. 
6) Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 
kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). 
Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat 
diluar kodifikasi tersebut.  
7) Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana 
communia  dan tindak pidana propria. 
Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak 
pidana itu dirumuskan untuk dimaksud yang demikian. Akan tetapi 
ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, 
misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda 
(pada kejahatan pelayaran). 
8) Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang 
untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak 
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana 
aduan adalah tindak pidana yang untuk didapatnya dilakukan 
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penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya 
pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban 
atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau 
keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang 
diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.  
9) Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan 
antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat 
dan tindak pidana yang diperingan.  
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 
KUHP); pemalsuan surat (Pasal 363 KUHP), karena disebutkan 
secara lengkap unsur-unsurnya, maka pada rumusan bentuk pokok 
terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Pada 
bentuk yang diperberat atau diperingan, tidak mengulang kembali 
unsur-unsur pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi 
bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan 
atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor 
pemberatnya atau peringannya, maka ancaman pidana terhadap 
tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat dan diperingan  itu 
menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. 
10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang ingin dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 
pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 
sebagainya. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, jenis tindak 
pidana menjadi tidak terbatas. Jenis tindak pidana akan terus 
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berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia. 
Untuk mengikuti perkembangan tersebut, maka peranan hukum 
pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana 
diluar kodifikasi. 
11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak 
pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dipandang selesai dan dapat 
dipidananya pembuat disyaratkan dilakukan secara berulang. 
Misalnya: Pasal 481 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan membeli, 
menukar, menerima gadai, menyimpan atau  menyembunyikan 
barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai 
kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, 
setidaknya dua kali perbuatan.  
d. Subyek Tindak Pidana 
Menurut sistem KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak 
pidana adalah natuurlijk persoon atau manusia. Hal itu dapat dilihat  
dalam tiap-tiap pasal pada Buku II dan Buku III KUHP. Sebagian 
besar  kaidah-kaidah hukum pidana didalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dimulai dengan kata barang siapa sebagai terjemahan 
dari kata Belanda hij (A. Zainal Abidin Farid, 1995: 395).  
Pendapat Wirjono Prodjodikoro sejalan dengan hal yang 
diungkapkan oleh A. Zainal Abidin Farid. Beliau  menyatakan bahwa 
dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana 
adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal itu terlihat pada 
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perumusan-perumusan tindak pidana dalam KUHP yang 
menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana 
itu. Selain itu, terlihat juga pada wujud hukuman/pidana yang termuat 
dalam pasal-pasal KUHP, yaitu penjara, kurungan dan denda (Wirjono 
Prodjodikoro, 2002: 55). 
Jonkers sebagaimana dikutip oleh A. Zainal Abidin Farid 
berpendapat bahwa menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan 
hukum tidak dapat mewujudkan delik. Ia menegaskannya dengan 
alasan, bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran 
kesalahan individual. Sistem hukum pidana Indonesia tidak 
memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi. Oleh 
karena pihak yang dijatuhi denda diberikan pilihan untuk 
menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda (A. Zainal 
Abidin Farid, 1995: 396). 
Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, 
yang  sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup 
kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang 
apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai 
tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang dapat dikenai 
pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai 
pengurus badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu 
perseroan terbatas. Dari hal tersebut muncul gagasan, bahwa suatu 
perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan pidana ini 
tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan 
perkumpulan (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 55). 
Dalam kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya 
manusia yang oleh hukum diakui sebagai subyek hukum. Untuk 
memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga 
diberikan pengakuan sebagai subyek hukum pada yang bukan manusia. 
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Subyek hukum yang bukan manusia itu disebut badan hukum. Jadi, 
badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan 
hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut dan dapat dituntut 
subyek hukum lain dimuka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan 
hukum  adalah pertama, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari 
kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum 
tersebut; kedua, memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak 
dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum 
tersebut; ketiga, memiliki tujuan tertentu; keempat, berkesinambungan 
(memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada 
orang-orang tertentu karena hak dan kewajiban tetap ada meskipun 
orang yang menjalankannya berganti (Dwija Priyatno, 2004: 18). 
Yan Pramdadya Puspa sebagaimana dikutip oleh Muladi 
menyebutkan bahwa korporasi atau badan hukum adalah suatu 
perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan 
yang dimaksud disini adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang 
oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (person) yang 
bersifat mengemban (memiliki) hak dan kewajiban, memiliki hak 
menggugat dan digugat dimuka pengadilan (Muladi dan Dwija 
Priyatno, 1991: 14). 
Subyek tindak pidana yang awalnya hanya berupa manusia dan 
kemudian berkembang munculnya badan hukum (korporasi) sebagai 
subyek tindak pidana menimbulkan masalah. Hal itu sebagaimana 
diungkapkan oleh A. Zainal Abidin Farid yang menyatakan bahwa, 
“Pemidanaan badan hukum atau badan bukan badan hukum yang 
didakwa telah melakukan delik menimbulkan masalah, yaitu 
bagaimana cara membuktikan niat, hal mengetahui, hal dapat 
menduga, dan hal direncanakan terlebih dahulu”. Mengenai hal 
tersebut, Van Bammelen berpendapat bahwa: 
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Menjadi syarat mutlak ialah dibuktikan adanya kesengajaan 
paling kurang pada salah seorang manusia yang telah melakukan 
perbuatan sehingga terwujud delik. Demikian pula halnya bilamana 
badan hukum tersebut menyatakan bahwa ia dilindungi oleh salah satu 
dasar pemaaf, misalnya terjadi kekhilafan tentang hal melawan 
hukumnya perbuatan (misalnya error in facti), maka disyaratkan 
bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama perseroan berada 
dalam keadaan khilaf (tentang fakta). Perlu dijelaskan bahwa tidak 
semua kekhilafan merupakan dasar pemaaf yang menghapus 
kesalahan. Misalnya khilaf tentang hukum (error in juris) bukanlah 
dasar peniadaan pidana. Orang yang bertindak untuk dan atas nama 
badan hukum itu disyaratkan bahwa ia melakukan perbuatan yang 
masih termasuk fungsi badan hukum itu dan ia memang berwenang 
untuk itu (A. Zainal Abidin Farid, 1995: 400). 
Muladi berpendapat bahwa konsekuensi logis tentang kedudukan 
korporasi sebagai badan hukum membawa pengaruh terhadap tindak 
pidana yang dapat dilakukan terdapat beberapa pengecualian. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan, 
walaupun pada asasnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama 
orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu (Dwija 
Priyatno, 2004: 23):  
1) Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat 
dilakukan oleh korporasi, misalnya bigamy, perkosaan, sumpah 
palsu. 
2) Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan 
tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misal pidana penjara 
atau pidana mati. 
e. Pertanggungjawaban Pidana 
1) Pandangan terhadap Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di 
atas, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal 
kemampuan bertanggung jawab kedalam unsur tindak pidana. 
Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat 2 
pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang 
dualistis. Para penganut pandangan monistis seperti Jonkers dan 
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Simons berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana 
merupakan unsur tindak pidana. Para penganut pandangan dualistis 
berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana bukan merupakan 
unsur tindak pidana (Muladi dan Dwija Priyatno, 1991: 51-52).  
Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, Simons 
yang menganut pandangan monistis berpendapat bahwa: 
Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan 
harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini 
berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkannya 
seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, sehingga 
hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban 
semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal itu dapat 
dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu 
merupakan unsur dari setiap tindak pidana (Adami Chazawi, 2005: 
162).  
Pompe yang menganut pandangan dualistis berpendapat 
bahwa pertanggungjawaban pidana bukan suatu unsur konstitutif 
setiap delik, tetapi pertanggungjawaban pidana tersebut 
dipurbasangkakan pada tiap-tiap tersangka, dan baru dilakukan 
pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang menyebabkan 
persangkaan jiwa terdakwa terkena gangguan sakit jiwa atau tidak 
sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan 
bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka 
terdakwa tersebut tidak boleh dipidana (Martiman 
Prodjohamidjojo, 1997: 35-36). 
Kemampuan bertanggungjawab memang masih menjadi 
perdebatan, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan. 
Dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP Indonesia tidak 
menyebutkan mengenai kemampuan bertanggungjawab. Hal itu 
berarti bahwa menurut undang-undang, kemampuan 
bertanggungjawab bukan merupakan unsur. Oleh sebab itu, maka 
dalam praktik hukum kemampuan bertanggungjawab tidak perlu 
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dibuktikan. Cara berfikir demikian memang sangat logis (Adami 
Chazawi, 2005: 145-146).  
2) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada 
umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. 
Kitab undang-undang tersebut justru mengatur hal sebaliknya, 
yaitu ketidak mampuan bertanggungjawab (A. Zainal Abidin Farid, 
1995: 260). Hal tersebut seperti terlihat dalam rumusan Pasal 44 
KUHP Indonesia yang berbunyi: 
(1) barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang 
sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh 
dihukum. 
(2) jika ternyata perbuatan itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna 
akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh 
memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-
lamanya satu tahun untuk diperiksa. 
(3) yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini, hanya berlaku 
bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri. 
Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu 
karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau sebagaimana 
disebut dalam ayat (2), yaitu jiwanya terganggu karena penyakit. 
Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana 
tidak boleh dipidana. Melihat sejarah pembentukan Wetboek van 
Strafrecht (WvS) Belanda mengenai rumusan Pasal 44 tersebut, 
dapat diketahui alasan mengapa pembentuk undang-undang 
merumuskan dengan cara demikian, artinya menyebutkan jiwa 
yang tidak mampu bertanggung jawab. Alasannya yaitu pembentuk 
undang-undang berprinsip bahwa setiap orang itu harus dianggap 
mampu bertanggungjawab.  
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Dengan berpegang pada prinsip itu, setelah terjadinya tindak 
pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa pelakunya, 
artinya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawabnya, 
barulah hal ketidak mampuan bertanggungjawab itu justru yang 
harus dibuktikan. Jadi, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah 
tentang ketidak mampuan bertanggungjawab pidana dan bukan 
sebaliknya tentang kemampuan bertanggungjawab. Hal ini 
dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat 
keadilan yang setinggi-tingginya (Adami Chazawi, 2005: 147). 
Pendapat Simons mengenai kemampuan bertanggung jawab 
sebagaimana dikutip oleh Muladi menyebutkan bahwa (Muladi dan 
Dwija Priyatno, 1991: 61): 
Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai 
suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya 
penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut 
umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu 
bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila: 
a) ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum; 
b) ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut. 
Pompe menjabarkan unsur-unsur pertanggungjawaban 
pidana menjadi tiga, yaitu, pertama, kemampuan berfikir (psychis) 
pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya 
dan menentukan kehendaknya; kedua, dan oleh sebab itu, pembuat 
dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya; ketiga, dan oleh 
sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya (tentang makna dan akibatnya) (Martiman 
Prodjohamidjojo, 1997: 32). 
Van Hamel memberikan definisi pertanggungjawaban pidana 
sebagai suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang 
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membawa tiga macam kemampuan untuk (Martiman 
Prodjohamidjojo, 1997: 33): 
a) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; 
b) menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang 
oleh masyarakat; 
c) menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. 
Mengenai kapankah seseorang dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatan yang dilakukannya, Jonkers berpendapat bahwa ada 
tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, diantaranya 
(Adami Chazawi, 2005: 147-148): 
a) kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu 
perbuatan; 
b) mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan 
itu; 
c) keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. 
Adami Chazawi menjelaskan hal kapankah terdapatnya 
kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, 
yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005: 148-149). 
a) dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 
ayat (1) KUHP, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku 
terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 ayat (1) 
menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu 
bertanggungjawab. Dengan berfikir sebaliknya, orang yang 
mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berupa 
tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44, artinya bila 
jiwanya tidak cacat dalam bentuk pertumbuhannya, atau 
jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang 
yang mampu bertanggungjawab. 
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b) dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44. 
Sebagaimana pendapat Satochid Kartanegara yang dikutip oleh 
Adami Chazawi yang menyebutkan bahwa orang yang mampu 
bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, 
yaitu: 
(1) keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) 
sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia 
(akan) lakukan; 
(2) keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia 
mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap 
nilai perbuatannya beserta akibatnya; 
(3) keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia 
mampu menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang 
(akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, 
kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum atau oleh 
masyarakat maupun tata susila. 
Barda Nawawi Arief menyebutkan ada 3 (tiga) doktrin 
pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya sebagai berikut 
(Barda Nawawi Arief, 2002: 233-238). 
a) Doktrin pertanggungjawaban Pidana langsung (Direct Liability 
Doctrine) 
menurut doktrin ini, perbuatan atau kesalahan pejabat senior 
diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi; 
b) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious 
Liability) 
Doktrin ini membuat preposisi sebagai berikut.  
(1) Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai 
pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara 
mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh 
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karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya 
timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara 
vicarious; 
(2) Dalam hubungannya dengan employment principle, delik-
delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan 
summary offence yang berkaitan dengan peraturan 
perdagangan; 
(3) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup 
pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. 
Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi 
maupun manusia alami, tidak telah mengarahkan atau 
memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk 
melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Oleh 
karena itu, apabila perusahaan terlibat, 
pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu 
dilakukan tanpa membujuk pada orang senior di dalam 
perusahaan. 
c) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut 
Undang-Undang (Strict Liability) 
Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana 
korporasi juga dapat semata-mata berdasarkan undang-undang, 
terlepas dari kedua doktrin yang telah disebutkan sebelumnya., 
yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi 
kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh 
undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu 
oleh korporasi ini dikenal dengan istilah Companies offence, 
Situational offence atau Strict liability offence. Misal undang-
undang menetapkan sebagai suatu delik bagi: 
(1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin; 
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(2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat 
yang ditentukan dalam ijin itu; 
(3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak 
diasuransikan di jalan umum.    
Mengenai masalah pertanggungjawaban korporasi, agar lebih 
jelas harus diketahui terlebih dahulu model pertanggungjawaban 
korporasi. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi, 
yaitu (Dwija Prayitno, 2004: 52-53): 
a) pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 
bertanggungjawab; 
b) korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; 
c) korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 
bertanggungjawab. 
Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan 
diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini 
berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang 
merupakan pelaku tindak pidana. Permasalahan yang segera 
muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana 
dari korporasi ini yang berkaitan dengan harus dipenuhinya unsur 
kesalahan pada pelaku untuk dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya.  
Dalam pengkajian beraneka ragam perundang-undangan 
dibidang ekonomi di Indonesia, hampir semua undang-undang 
menentukan adanya korporasi sebagai subyek hukum pidana. 
Namun tidak semuanya mengatur mengenai beban 
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Adapun undang-
undang yang sekaligus menentukan peraturan pertanggungjawaban 
pidana bagi korporasi sebagai berikut (Supanto, 2008: 10). 
a) Undang-Undang No 7 (Drt) Tahun 1995 tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 
 lxviii 
b) Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian; 
c) Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 
d) Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 39 Tahun 
2007; 
e) Undang-Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan; 
f) Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 
g) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 
h) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
i) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi; 
j) Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
No 25 Tahun 2003; 
k) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Dalam hukum pidana, pengertian korporasi berarti sangat 
luas, tidak hanya yang berbentuk badan hukum saja, melainkan 
juga yang bukan badan hukum. Jadi tidak hanya badan hukum 
seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi sebagai 
korporasi, melainkan juga firma, perseroan komanditer, 
persekutuan bahkan sekumpulan orang. Kalau pertanggungjawaban 
dibebankan kepada pengurus, juga perlu dipahami mengenai 
bentuk korporasi tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya. Apabila korporasi berbentuk 
Perseroan Terbatas, maka pengertian pengurus harus mengacu 
pada Undang-Undang No 1 Tahun 1995 (yang sudah diperbarui 
dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas); yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara harus 
mengacu Undang-Undang No 19 Tahun 2003; yang berbentuk 
koperasi harus berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian, bahkan yang berhubungan dengan 
pengurusan zakat perlu mengacu pada Undang-Undang No 38 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan-badan lain untuk 
ditentukan pengurusnya dapat dilihat pada Anggaran Dasarnya 
(Supanto, 2008: 10-11).  
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Loebby Loqman sebagaimana dikutip oleh Supanto 
menyebutkan bahwa ada tiga kemungkinan pertanggungjawaban 
pidana dari korporasi, antara lain: 
a) orang yang bersalah dalam tindak pidana tersebut, sesuai 
dengan ajaran kesalahan dalam hukum pidana yaitu asas tiada 
pidana tanpa kesalahan, artinya adalah bahwa yang 
mempertanggungjawabkan perbuatan adalah orang yang 
bersalah; 
b) korporasinya yang dipertanggungjawabkan berdasarkan ajaran 
strict liability. Disini tidak perlu memperhatikan bentuk 
kesalahannya kesengajaan atau kelalaian; 
c) baik orangnya maupun perusahaannya, orang yang salah 
dimungkinkan dipertanggungjawabkan dan dipidana sesuai 
dengan KUHP, sedangkan perusahaannya dikenai kewajiban 
pengganti kerugian. 
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi 
sebagai subyek tindak pidana, Penulis lebih cenderung untuk 
menerima pendapat Dwidja Prayitno mengenai model-model 
pertanggungjawaban korporasi. Alasan Penulis menerima pendapat 
Dwidja Prayitno adalah bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan 
oleh korporasi, pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban 
pidananya adalah pengurus korporasi, korporasi, atau pengurus 
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Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa 
Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 
usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang 
bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Hal tersebut sejalan dengan 
ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang 
merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. Berdasar kedua ketentuan tersebut, jati diri sebuah koperasi 
adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Meskipun telah secara 
jelas sebuah koperasi menyebut dirinya sebagai koperasi dan mendapat ijin 
dari Departemen Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah, Namun 
dalam tataran praktek, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan 
penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat diluar anggotanya. 
Akibatnya, koperasi tersebut beroperasi layaknya sebuah bank. Hal itu tentu 
Pasal 44 
UU No 25 Tahun 1992 Koperasi menghimpun 
dan menyalurkan dana 
dari anggota, koperasi 
lain dan atau 
anggotanya Pasal 18 ayat (1) jo 
Pasal 19 ayat (1) PP 
No 9 Tahun 1995 
Dalam tataran praktek 
Koperasi menghimpun 
dan menyalurkan dana 
masyarakat dari luar 
anggota 
Terdapat ketentuan pasal-pasal yang 
memberi celah dan dimanfaatkan oleh 
pengurus dan/atau  pengelola untuk 
melakukan penyimpangan 
Berpotensi terjadi tindak pidana 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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saja berbenturan dengan fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat secara umum. 
Terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana, Undang-Undang 
No 25 Tahun 1992 maupun PP No 9 Tahun 1995 tidak mengatur mengenai 
perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di koperasi. Dengan adanya 
praktek dari Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat 
diluar anggota serta dengan tidak adanya perlindungan bagi nasabah 
penyimpan dana di Koperasi Simpan Pinjam menjadikan kegiatan dalam 
Koperasi Simpan Pinjam berpotensi terjadi tindak pidana. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang berpotensi terjadi 
dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam serta faktor-faktor apa saja yang 
menjadi penyebab timbulnya potensi terjadinya tindak pidana dalam kegiatan 




















 BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya perubahan (selanjutnya 
disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945), koperasi menjadi soko guru 
perekonomian nasional Indonesia.  Pasal 33 tersebut berbunyi:  
(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan; 
(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.     
Hudiyanto mengatakan, dari keseluruhan pasal dalam Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945, Pasal 33 banyak mendapatkan perhatian. Disatu pihak 
terdapat kekaguman atas rumusan ketiga ayat yang mencerminkan jati diri 
perilaku ekonomi yang diidealkan oleh bangsa ini. Berbagai diskusi 
diselenggarakan untuk mengupas makna apa yang sebenarnya terkandung 
didalam rumusan “kekeluargaan” dan “koperasi”, sehingga memunculkan 
perbincangan mengenai konsep system ekonomi pancasila, ekonomi rakyat, 
ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi, ekonomi pasar sosial, ekonomi pasar 
kerakyatan. Disisi lain terdapat keraguan pada sejumlah kalangan akan 
relevansi pasal dan kejelasan dari pasal itu terhadap perkembangan lingkungan 
dunia yang mengarah kepada globalisasi, liberalisasi dan globalisasi 
liberalisme-kapitalisme (Hudiyanto, 2002: 183).   
Berdasarkan sejarahnya, koperasi memang dianggap sebagai suatu 
bangun perusahaan yang paling sesuai dengan sistem perekonomian 
Indonesia. Sistem ekonomi yang sesuai bagi masyarakat Indonesia adalah 
sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah 
tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari 
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hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta 
penjelasannya. Namun status koperasi sebagai soko guru perekonomian perlu 
dipertanyakan kembali ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (MPR RI) melakukan amandemen terhadap ketentuan pasal-pasal 
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu tuntutan 
reformasi pada tahun 1998. 
Sebagaimana kita ketahui, sejak tahun 1999 – 2002 MPR RI telah 
melakukan satu rangkaian dengan empat tahapan amandemen Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 (A. M. Fatwa, 2008: x). Perubahan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan 
kesejahteraan nasional terjadi pada saat amandemen keempat, yaitu pada 
Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002. Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 
2002 tersebut menghasilkan putusan untuk mengubah ketentuan Pasal 33 serta 
menghapus seluruh penjelasan Pasal 33. Pasca putusan Sidang Tahunan MPR 
RI tersebut, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berubah 
menjadi (Hudiyanto, 2002: 184): 
(1) perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama 
seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas keadilan, efisiensi dan 
demokrasi ekonomi untuk menunjukkan kemakmuran, kesejahteraan dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara 
berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang diatur  dengan undang-
undang. 
(3) bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai dan/atau diatur Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran yang diatur oleh undang-undang. 
(4) pelaku ekonomi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan usaha 
swasta termasuk usaha perorangan. 
(5) penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus senantiasa 
menjaga dan menghargai hak ulayat, serta menjamin keseimbangan dan 
kemajuan seluruh wilayah negara.  
Adanya ketentuan baru dalam Pasal 33 ini terutama dimaksudkan untuk 
melengkapi “asas kekeluargaan” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) 
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dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas kekeluargaan dan prinsip 
perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat 
penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal 
tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional 
digunakan sebaik-baiknya yang ada harus dialokasikan secara efisiensi untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk 
mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus 
diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus 
pula dijaga kesatuan ekonomi nasional. Perubahan ini dalam rangka 
mendukung dan mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur bagi semua 
(Rahimullah, 2008: 125-126).  
Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara khusus 
yang menjadi guiding principle untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 dalam penyelenggaraan koperasi adalah Pasal 33 khususnya ayat 
(4). Pada dasarnya prinsip koperasi sebagai gerakan tidak menemui kesulitan 
untuk hidup dalam lingkungan pengaturan yang akan dipandu oleh ayat (4) 
tersebut (http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/Posisi%20Kop% 20 
UUD1945.pdf.  28 Maret 2009, pukul 17.23 WIB). 
Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penulisan hukum ini, 
bahwa dengan dikeluarkannya Inpres No 18 Tahun 1998 berdampak pada 
banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia termasuk Koperasi 
Simpan Pinjam. Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam pada dasarnya dapat 
dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah, pertama, jumlah lembaga; 
kedua, jumlah anggota;. Ketiga, volume usaha; dan keempat, modal (Suhendar 
Sulaeman, 2004: 77). Dengan menggunakan salah satu indikator tersebut, 
yaitu jumlah lembaga, dapat dinilai bahwa saat ini perkembangan Koperasi 
Simpan Pinjam sangat pesat. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, jumlah Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia yang 
tercatat pada bulan Maret tahun 2005 adalah sebanyak 1.596 unit yang 
tersebar di 33 propinsi. Dari jumlah tersebut, sebagian besar Koperasi Simpan 
Pinjam terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu mencapai 55%. Proporsi terbesar 
Koperasi Simpan Pinjam diluar Pulau Jawa berada di Pulau Sulawesi, yaitu 
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berkisar 15%, di Pulau Sumatera berkisar 12%, serta Bali dan Nusa Tenggara 
berkisar 10%. Wilayah lainnya, yaitu Pulau Kalimantan serta Maluku dan 
Irian Jaya hanya memiliki Koperasi Simpan Pinjam dengan proporsi masing-
masing 4%. Untuk propinsi di Pulau Jawa, diketahui bahwa sebagian besar 
Koperasi Simpan Pinjam terdapat di Propinsi Jawa Timur sebanyak 34%, 
kemudian di Propinsi Jawa Barat berjumlah 27%. Adapun untuk Pulau 
Sulawesi, proporsi Koperasi Simpan Pinjam terbesar di Propinsi Sulawesi 
Selatan, yaitu sekitar 37% (Abdul Salam, 2008: 42-43). 
Di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, jumlah Koperasi Simpan 
Pinjam juga mendominasi. Menurut Sriyadi, Kepala Dinas Pelayanan 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Tengah, pada 
akhir 2006, ada 11.235 unit koperasi yang aktif menjalankan aktivitasnya. 
Dari unit koperasi yang aktif sebanyak 82 persen atau sekitar 7.200 koperasi 
merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan anggota mencapai 87 
persen dari jumlah anggota seluruh koperasi di Jawa Tengah (http://www. 
tempointeractive.com/hg/nasional/2007/06/04/brk,20070604-101190,id.html, 
16 Februari 2009 pukul 11.16 WIB). 
Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi 
masyarakat. Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam semakin 
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam 
menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam 
upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan 
mengembangkan usaha (Tatik Suryani, dkk, 2008: 1). Bank Indonesia 
menyebutkan bahwa dilihat dari jumlah pinjamannya (kredit/pembiayaan yang 
disalurkan) posisi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam termasuk 
dua besar setelah Bank Republik Indonesia (BRI) Unit Desa. Jumlah kredit 
yang disalurkan masing-masing sebesar Rp 6. 141. 400 juta (41,87%) untuk 
BRI Unit Desa serta Koperasi Simpan Pinjam dan dan Unit Simpan Pinjam 
adalah Rp 4.159.867 juta (28,36%). Dilihat dari jumlah lembaganya, Koperasi 
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan mikro 
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yang paling banyak dan tersebar ke pelosok tanah air (Suhendar Sulaeman, 
2004: 76).  
Menurut Pudjo Suharso, meningkatnya jumlah unit dan anggota 
koperasi dewasa ini bisa dianggap sebagai indikator meningkatnya kesadaran 
dan partisipasi masyarakat dalam gerakan koperasi. Namun hal ini banyak 
disebabkan oleh intervensi pemerintah dalam memobilisasi anggota 
masyarakat malalui aparat-aparatnya dan subsidi besar yang diberikannya 
sebagai rangsangan (Pandji Anoraga, 1995: 113). Intervensi pemerintah dalam 
memobilisasi anggota masyarakat tersebut tercermin dari kebijakan 
pemerintah, seperti dikeluarkannya Inpres No 18 Tahun 1998. Pemerintah 
berharap dengan pemberian kemudahan bagi ijin pendirian koperasi, 
masyarakat dapat berperan serta untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat 
yang mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian rakyat. Kebijakan 
pemerintah yang mempermudah ijin pendirian koperasi tidak terlepas dari 
keinginan pemerintah untuk menjadikan Koperasi Simpan Pinjam sebagai 
sendi perekonomian nasional.  
Contoh kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat mengintervensi yaitu 
adanya kebijakan Program dana bergulir yang dikeluarkan pada tahun 2000 
dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada  Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah (KUKM). Menurut kantor Kementrian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, dana bergulir adalah dana pemerintah yang disalurkan 
sebagai pinjaman kepada koperasi dengan jangka waktu tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usah 
produktif dan selanjutnya disalurkan kepada koperasi lainnya. Dana bergulir 
dari kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari skema 
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2000 dan 2003, serta modal awal 
dan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Tujuan dari dana bergulir adalah untuk memperkuat modal Koperasi 
Simpan Pinjam dan/atau Unit Koperasi Simpan Pinjam dalam melayani 
kebutuhan permodalan usaha mikro dan kecil. 
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Program dana bergulir dari pemerintah tersebut juga mendorong 
banyaknya Koperasi Simpan Pinjam baru yang berdiri. Banyaknya jumlah 
Koperasi Simpan Pinjam yang ada saat ini bukan merupakan jaminan 
terwujudnya perekonomian nasional yang mapan. Bahkan Koperasi Simpan 
Pinjam yang ada saat ini justru dinilai telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip 
serta tujuan utama koperasi. Dari sekitar 16 ribu koperasi yang tercatat di 
Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa 
Tengah, sebanyak 4.765 koperasi hanya tinggal papan nama karena tidak ada 
lagi aktivitasnya. Banyaknya koperasi yang tinggal papan nama karena 
koperasi tersebut didirikan hanya untuk mendapatkan fasilitas dana bergulir 
dari pemerintah. Padahal untuk mendapatkan fasilitas itu tidak mudah karena 
syaratnya antara lain koperasi itu sehat dan usianya lebih dari dua tahun 
(http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2007/06/04/brk,200706041011 
90,id.html, 16 Februari 2009 pukul 11.16 WIB).  
Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
tercatat bahwa selama periode tahun 2000-2005, jumlah modal Koperasi 
Simpan Pinjam tumbuh dari tahun 2000-2003 rata-rata 17,33% per tahunnya. 
Kemudian selama tahun 2004 meningkat sangat tajam, yaitu sebesar 102% 
dalam setahun, dari 150 miliar pada tahun 2003 menjadi 776 miliar pada akhir 
tahun 2004. Hal ini disebabkan karena Koperasi Simpan Pinjam memperoleh 
dana bergulir dari pemerintah (Abdul Salam, 2008: 75). Niat baik pemerintah 
untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat melalui kebijakan 
pemberian dana bergulir bagi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) tersebut sebenarnya masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai 
efektifitasnya. Akhirnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
99/PMK.05/2008, status dana bergulir tersebut berubah dari belanja sosial 
menjadi belanja modal. Perubahan status dana bergulir tersebut 
mengakibatkan skema penyaluran dana bergulir berubah total. Jika 
sebelumnya dana tersebut digulirkan dari koperasi atau Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah satu ke yang lainnya, sekarang wajib kembali ke pemerintah. 
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Bahkan persyaratannya pun diperketat, dengan mengenakan agunan dan bunga 
16% dengan prosedur yang tidak semudah dulu. 
Upaya untuk menjadikan Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu 
tulang punggung perekonomian nasional telah dikukuhkan melalui undang-
undang perkoperasian dan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) dan strategi pembangunan nasional (SPN). Pada level 
pelaksanaan, peran koperasi juga telah diatur dengan Peraturan Pemerintah 
dan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berbagai 
tingkatan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pengakuan 
bahwa koperasi adalah bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional 
(Abdul Salam, 2008: 40). 
Hingga saat ini, pengaturan mengenai penyelenggaran kegiatan Koperasi 
Simpan Pinjam mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang No 25 Tahun 1992); 
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995) serta 
Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut Kepmen 
No: 351/KEP/M/XII/1998). Berikut adalah paparan mengenai pengaturan 
penyelenggaran kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dari masing-masing 
peraturan hukum tersebut. 
1. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
Mengenai kegiatan usaha koperasi, Undang-Undang No 25 Tahun 
1992 mengaturnya dalam Pasal 44. Adapun Pasal 44 tersebut berbunyi: 
(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui 
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: 
a. Anggota koperasi yang bersangkutan; 
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. 
(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu 
atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. 
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(3) Pelaksanaan kegiatan koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tersebut, 
koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 
usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut 
dilaksanakan dan ditujukan untuk: 
a. Anggota koperasi yang bersangkutan; 
b. Calon anggota yang memenuhi syarat; 
c. Koperasi lain dan/atau anggotanya. 
Ketentuan di atas menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk 
melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, baik sebagai salah satu 
ataupun satu-satunya kegiatan usaha koperasi sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat yang lingkupnya terbatas. 
Mengenai keanggotaan koperasi, Undang-Undang No 25 Tahun 
1992 mengaturnya dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20. Berdasarkan 
Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992, anggota koperasi 
sebagai adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Makna yang 
terkandung dalam penyataan ini, dipihak yang satu, keberadaan anggota 
sebagai pemilik berkewajiban memberikan kontribusi, loyalitas dan rasa 
memiliki (sense of belonging) pada koperasinya. Dipihak lain, anggota 
sebagai pengguna jasa mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau 
nilai tambah atau manfaat ekonomis dari koperasinya berdasarkan 
besarnya kontribusi dan peran serta anggota dalam kegiatan usaha 
koperasi (Muslimin Nasution, 2002: 16). Lebih lanjut Pasal 17 ayat (2) 
menyebutkan bahwa “keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar 
anggota”. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh oleh setiap Warga 
Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran 
Dasar. Koperasi juga dapat memiliki keanggotaan luar biasa yang 
persyaratan mengenai hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar.  
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Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-
tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah 
kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan, 
dalam hal anggota koperasi meninggal dunia, keaanggotaannya dapat 
diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. 
Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan 
mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota. Sebagai 
konsekuensi seseorang menjadi anggota koperasi, maka anggota 
mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan 
yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota 
adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha 
yang dijalankan oleh koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk 
mengembangkan usaha koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota 
untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari koperasinya. Anggota 
merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu 
penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara 
kebersamaan. 
Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana 
diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. Kewajiban setiap anggota koperasi meliputi:  
a. memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; 
b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh 
koperasi; 
c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
Lebih lanjut Pasal 20 menyebutkan hak-hak setiap anggota koperasi 
yang meliputi: 
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a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat 
Anggota Tahunan; 
b. memilih dan/atau menjadi anggota pengurus atau pengawas; 
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran 
Dasar. 
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat 
Anggota baik diminta maupun tidak diminta; 
e. memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara 
sesama anggota; 
f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut 
ketentuan dalam Anggaran Dasar. 
Selanjutnya Pasal 21 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian mengatur tentang perangkat organisasi koperasi yang terdiri 
dari Rapat Anggota, pengurus dan pengawas. Perangkat organisasi 
koperasi tersebut berlaku bagi semua jenis koperasi, termasuk Koperasi 
Simpan Pinjam. Menurut Tatik Suryani, Perangkat organisasi atau bisa 
disebut juga struktur organisasi  suatu lembaga koperasi disusun untuk 
memberi tatanan yang jelas agar individu-individu yang bergabung dalam 
koperasi dapat melaksanakan fungsinya dalam mencapai tujuan yang telah 
disepakati. Struktur organisasi dapat berkembang tergantung keleluasaan 
usaha dan layanan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas struktur 
organisasi tersebut. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa jika 
struktur terlalu luas tetapi pekerjaannya sebenarnya sederhana dan bisa 
digabung hasilnya menjadi tidak efisien. Sebaliknya,  jika hal yang 
seharusnya kompleks tetapi disederhanakan bisa jadi akan membebani satu 
sama lain dan fungsi kontrol tidak berjalan baik. Tatik Suryani dalam 
bukunya yang berjudul Manajemen Koperasi menyebutkan struktur 
organisasi Koperasi Simpan Pinjam terdiri dari (Tatik Suryani, 2008: 119-
121): 
a. Rapat Anggota 
Rapat Anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur 
organisasi. Rapat Anggota terdiri dari para anggota koperasi yang telah 




Pengawas merupakan jabatan yang anggotanya dipilih dari anggota 
koperasi dan tidak boleh merangkap jabatan lain pada koperasi. 
c. Pengurus 
Pengurus adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan tertentu 
dan disesuaikan dengan Anggaran Dasar Koperasi. 
d. Pengelola dan Manajer 
Pengelola atau manajer adalah seseorang yang diangkat untuk 
mengelola secara operasional Koperasi Simpan Pinjam yang dapat 
dipilih dari para anggota koperasi yang memenuhi persyaratan. 
e. Kasir 
Kasir adalah seseorang yang diangkat dari anggota organisasi yang 
mempunyai tugas untuk menangani simpan pinjam para anggota. 
f. Petugas Simpan Pinjam  
Adalah seseorang yang diangkat untuk menangani pekerjaan 
administrasi atau pembukuan yang berhubungan dengan simpan 















Sruktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam tersebut dapat dilihat 
pada gambar seperti dibawah ini. 
 
 
Gambar 2. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam 
(Tatik Suryani, 2008: 121) 
 
Dilihat dari sudut pandang pengertian dasar, sifat dan ciri 
keanggotaan, hak dan kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka 
kedudukan anggota sebagai berikut (Muslimin Nasution, 2002: 16). 
a. Pemilik dan pengguna jasa sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam organisasi koperasi (mekanisme melalui Rapat Anggota 
Tahunan, yang serupa dengan rapat umum pemegang saham dalam 













b. Orang-orang yang sepakat didasarkan atas kesadaran rasional dan utuh 
yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan ekonomi dan 
sosialnya, baik sebagai konsumen, produsen maupun sebagai anggota 
masyarakat; 
c. Keanggotaannya bersifat suka rela dan terbuka bagi setiap warga 
negara yang memenuhi persyaratan spesifikasi koperasinya; 
d. Keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orangnya, yang 
pertama, memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan 
ekonomi dan sosialnya; kedua, memiliki keyakinan bahwa hanya 
dengan bergabung bersama-sama maka kepentingan tersebut secara 
bersama akan dapat terpenuhi; dan ketiga, memiliki kesamaan dalam 
kepentingan ekonominya. 
e. Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat 
kesadaran rasional dari orang-orang yang pertama, merasa cocok jika 
melakukan kegiatan tolong menolong; kedua, merasa kuat jika bersatu 
menjadi anggota koperasi,; dan ketiga, merasa tidak perlu bersaing 
dengan kegiatan usaha koperasinya bahkan merasakan adanya 
kesesuaian usaha.  
Penerimaan seorang calon anggota koperasi harus dibuktikan oleh 
pengurus koperasi dengan mencatatnya dalam Buku Daftar Anggota. Buku 
Daftar Anggota telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 25 Tahun 1992 
sebagai salah satu Buku Daftar yang harus ada pada setiap koperasi. Buku 
Daftar Anggota dapat membuktikan apakah seseorang benar-benar sebagai 
anggota koperasi atau tidak. Hal ini penting terutama dilihat dari segi 





2. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No 25 
Tahun 1992, pemerintah mengeluarkan PP No 9 Tahun 1995. Mengenai 
Koperasi Simpan Pinjam, dalam penjelasan PP No 9 Tahun 1995, 
disebutkan bahwa: 
Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya 
melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon 
anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya. 
Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk 
melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau 
satu-satunya kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau 
satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Atas dasar itu maka pelaksanaan 
kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara 
khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto 
Undang-Undang No 10 Tahun 1998 dan undang-undang perkoperasian. 
Peraturan tersebut dimaksudkan agar disatu pihak tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 
Tahun 1998 dan dilain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi 
Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau 
unit usaha koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri. 
Pasal 1 angka 1 PP No 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “kegiatan 
usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun 
dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan 
untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau 
anggotanya”. Pembatasan usaha di bidang keuangan ini adalah agar 
kegiatan usaha di bidang keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan 
Pinjam dapat lebih terfokus, serta mendapatkan kepercayaan masyarakat, 
karena kepercayaan anggota merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi eksistensi Koperasi Simpan Pinjam (Suhendar Sulaeman, 
2004: 79). Mengenai kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam, PP No 9 
Tahun 1995 mengaturnya dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21. Adapun 




 Pasal 18 
(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, 
calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau 
anggotanya. 
(2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan 
pokok harus menjadi anggota. 
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “yang dimaksud 
calon anggota adalah orang perorangan/koperasi yang telah melunasi 
pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal 
belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum 
menandatangani Buku Daftar Anggota”. 
 Pasal 19 
(1) Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 
adalah: 
a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan 
koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan 
atau anggotanya; 
b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, 
koperasi lain dan atau anggotanya. 
(2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 
Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman 
yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan 
kemampuan pemohon pinjaman. 
(3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam 
melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar 
koperasi. 
Pasal 20 
(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 
mengutamakan pelayanan kepada anggota. 
(2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya 
maka calon anggota dapat dilayani. 
(3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan 
sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani 
berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.  
(4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud 





(1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi 
lain dan atau anggotanya. 
(2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota 
berlaku pula bagi pinjaman kepada pengurus dan pengawas. 
Selanjutnya penjelasan Pasal 21 menyebutkan bahwa: 
Ayat (1) 
Ditetapkannya  batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam 
rangka menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut 
memprioritaskan pelayanannya kepada anggota. 
Ayat (2) 
Dengan ketentuan ini maka hak pengurus dan pengawas dalam menerima 
pinjaman sama seperti hak anggota dan tidak ada keistimewaan tertentu. 
 
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor: 
351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi 
Kepmen No: 351/KEP/M/XII/1998 ini merupakan aturan 
pelaksanaan dari ketentuan PP No 9 Tahun 1995. Kepmen No: 
351/KEP/M/XII/1998 merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha 
simpan pinjam oleh koperasi yang digunakan sebagai dasar acuan oleh 
Pembina baik di Pusat maupun di daerah, dalam membina Koperasi 
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang memberikan pelayanan 
untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi 
persyaratan dan koperasi lain dan atau anggotanya.  
Dalam Kepmen No: 351/KEP/M/XII/1998 disebutkan bahwa 
“Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan 
usahanya hanya usaha simpan pinjam”. Kepmen No: 351/M/XII/1998 
mengatur juga mengenai persyaratan pendirian Koperasi Simpan Pinjam. 
Persyaratan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam tersebut antara lain 
sebagai berikut. 
a. Koperasi Simpan Pinjam primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 
(dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota 
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koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha 
dan/atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama; 
b. Koperasi Simpan Pinjam sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 
3 (tiga) koperasi yang sudah berbadan hukum, baik Koperasi Simpan 
Pinjam maupun koperasi lainnya. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam 
sekunder harus memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat 
pelayanan bagi anggotanya; 
c. Dalam mendirikan Koperasi Simpan Pinjam baik primer maupun 
sekunder harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
No 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte 
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Petunjuk 
Pelaksanaan pembentukan koperasi, Pengesahan Akte Pendirian dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 
d. Pengajuan permohonan pendirian Koperasi Simpan Pinjam 
dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha 
Kecil dan Menengah Nomor: 39/KEP/M/VII/1998 tentang Penunjukan 
Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan Akte 
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi, 
sebagai berikut. 
1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam, baik primer maupun sekunder, 
yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten/kodya dalam 
satu propinsi, permohonan pengesahan akte pendirian koperasi 
diajukan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah c.q. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/Daerah Istimewa dari 
kabupaten/kodya tempat anggota atau kantor koperasi berdomisili. 
Selanjutnya kepala kantor wilayah mengeluarkan surat keputusan 
tentang pengesahan akte pendirian Koperasi Simpan Pinjam primer 
atau sekunder tersebut; 
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2) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Primer yang anggotanya 
berdomisili di beberapa propinsi, permohonan pengesahan akte 
pendirian koperasi diajukan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha 
Kecil dan Menengah c.q. Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/Daerah 
Istimewa dan propinsi tempat domisili kantor koperasi yang akan 
didirikan. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah tersebut 
mengeluarkan surat keputusan pengesahan akte pendiriannya. 
3) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam primer maupun sekunder yang 
anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten/kodya, 
permohonan pengesahan akte pendirian koperasi diajukan kepada 
Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah c.q. Kepala 
Kantor Wilayah/Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah kabupaten/kodya yang bersangkutan. Selanjutnya 
Kepala Kantor atau Kepala Dinas atas nama Menteri Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Keputusan 
Pengesahan Akte Pendirian atau Perubahan Anggaran Dasarnya; 
4) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang anggotanya 
berdomisili di beberapa propinsi, permohonan pengesahan akte 
pendirian koperasi diajukan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha 
Kecil dan Menengah c.q. Sekretaris Jenderal Departemen 
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya Sekretaris 
Jenderal mengeluarkan Surat Keputusan/Pengesahan Akte 
Pendirian Koperasi tersebut.  
e. Dalam mengajukan permohonan Pengesahan Akte Pendirian bagi 
Koperasi Simpan Pinjam harus disertai tambahan lampiran mengenai: 
1) Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian Koperasi 
Simpan Pinjam primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000.000,- 
(lima belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
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rupiah) untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam sekunder. 
Penyetoran Modal sendiri tersebut terdiri antara lain dari Simpanan 
Pokok dan Simpanan Wajib serta modal penyertaan yang 
diwujudkan berupa deposito pada Bank Pemerintah yang 
disetorkan atas nama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah c.q. Ketua Koperasi Simpan Pinjam yang bersangkutan. 
2) rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang menjelaskan 
antara lain: 
a) Rencana penghimpunan dana simpanan meliputi: 
(1) simpanan (tabungan dan/atau simpanan berjangka); 
(2) ketentuan yang mengatur tentang penyetoran, penarikan, 
imbalan serta sistem dan prosedur; 
(3) jumlah simpanan yang diproyeksikan. 
b) Rencana pemberian pinjaman meliputi: 
(4) Jenis pinjaman; 
(5) Ketentuan yang mengatur tentang jumlah pinjaman 
maksimal untuk masing-masing jenis pinjaman, serta 
sistem dan prosedurnya; 
(6) Jumlah pemberian pinjaman yang diproyeksikan; 
c) Rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari Simpanan 
Pokok, Simpanan Wajib Modal Penyertaan, hibah maupun 
cadangan; 
d) Rencana modal pinjaman; 
e) Rencana pendapatan dan beban; 
f) Rencana dibidang organisasi dan Sumber Daya Manusia 
meliputi struktur organisasi; uraian tugas, wewenang dan 
tanggung jawab serta jumlah karyawan. 
3) Administrasi dan pembukuan yang pokok, antara lain meliputi: 
a) Blanko permohonan menjadi anggota; 
b) Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota; 
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c) Buku daftar anggota; 
d) Buku daftar simpanan anggota; 
e) Blanko tabungan dan/atau simpanan berjangka; 
f) Blanko administrasi pinjaman yang diberikan; 
g) Blanko administrasi hutang yang diterima; 
h) Blanko administrasi modal sendiri; 
i) Formulir perjanjian pinjaman. 
4) Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan: 
a) sertifikat pelatihan simpan pinjam dan/atau surat keterangan 
telah mengikuti magang usaha simpan/pinjam atau surat 
keterangan berpengalaman bekerja dibidang keuangan; 
b) Surat Keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan 
tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan 
tindak pidana dibidang keuangan atau tindak pidana lainnya; 
c) Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan 
pengurus sampai dengan derajat ke 1 (satu). 
5) Daftar sarana kerja yang memuat antara lain: kantor, meja dan 
kursi meja; alat hilang; tempat menyimpan uang atau brankas; 
tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan. 
f. Jawaban terhadap permohonan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi 
Simpan Pinjam dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap. 
Pengesahan dimaksud berlaku sebagai ijin usaha. Berdasarkan ijin 
usaha tersebut, Koperasi Simpan Pinjam yang bersangkutan langsung 
dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam; 
g. Pencairan deposito dilakukan pengurus koperasi dengan menunjukkan 
Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 
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tentang Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi Simpan Pinjam. 
Mengenai kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam, Kepmen No: 
351/KEP/M/XII/1998 mengatur sebagai berikut. 
a. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) 
bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan 
simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, 
koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan 
simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-
jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan 
wewenang pengurus koperasi. 
b. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga 
dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas 
peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, 
jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan 
dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan 
yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 
oleh koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum 
memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang 
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek 
usaha dari peminjam. Mengingat  bahwa agunan menjadi salah satu 
unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-
unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam 
dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa 
barang atau hak tagih berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh 
dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung 
renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang 
tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam. 
c. Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah 
melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman, maka Koperasi Simpan 
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam hanya dapat menempatkan kelebihan 
dana tersebut dalam bentuk: 
1) Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank 
dan lembaga keuangan lainnya; 
2) Tabungan dan/atau simpanan berjangka pada koperasi lain; 
3) Pembelian saham melalui pasar modal yang terdaftar pada bursa di 
Indonesia; 
4) Pembelian obligasi yang terdaftar pada pasar bursa di Indonesia. 
d. Dalam penempatan dana untuk pembelian saham, obligasi dan 
sarana investasi lainnya harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan dari Rapat Anggota karena bentuk investasi tersebut 
menanggung resiko yang cukup tinggi.  
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Kepmen No: 351/KEP/M/XII/1998 mendefinisikan tabungan 
koperasi sebagai simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan 
dengan angsuran dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 
tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang 
bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Mengenai  
Simpanan berjangka, Kepmen No: 351/KEP/M/XII/1998 mendefinisikan 
sebagai simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan 
penarikannya  hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, menurut 
perjanjian antara peminjam dengan koperasi yang bersangkutan. 
Secara normatif telah jelas disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam 
hanya diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk 
anggota, calon anggota dan koperasi lain dan/atau anggotanya. Oleh karena 
itu, dapat ditegaskan bahwa jati diri koperasi adalah dari anggota, oleh 
anggota dan untuk anggota.   
Mengenai jati diri koperasi, para menteri koperasi se-Asia Pasifik 
termasuk menteri koperasi Indonesia mengadakan konferensi di Chiangmai, 
Muangthai pada tanggal 18 – 22 Maret 1997. Salah satu rekomendasi yang 
ditujukan kepada pemerintah berbunyi: “dalam merumuskan undang-undang 
dan kebijakan agar konsisten dengan jati diri koperasi”. Selanjutnya dalam 
konferensi menteri koperasi se-Asia Pasifik ke-5 di Beijing, China pada 
tanggal 11 – 16 Oktober 1999 memberikan resolusi yang disepakati yang 
berbunyi: ”keberadaan koperasi secara sah harus diperkuat untuk menjamin 
sumbangan yang berarti bagi ekonomi dan masyarakat pada umumnya, hal ini 
antara lain dapat dilakukan dengan cara pengakuan terhadap koperasi seperti 
dirumuskan dalam jatidiri koperasi kedalam undang-undang”. Jati diri 
koperasi sebagai kesepakatan gerakan koperasi internasional merupakan 
pedoman bagi setiap organisasi koperasi di seluruh dunia. Sebagai pedoman 
bagi koperasi di seluruh dunia, jati diri koperasi ini bersifat universal, 
sehingga untuk operasionalnya diperlukan suatu kesepakatan yang intinya 
harus tetap mengacu pada jati diri koperasi. Jika jati diri berlaku universal, 
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Maka perlu disepakati bahwa jati diri koperasi merupakan pedoman 
operasional dalam berkoperasi, atau sebagai parameter untuk mengukur sejauh 
mana suatu koperasi masih berada dalam “koridor koperasi” (Djabaruddin 
Djohan, 2008: 1-2). 
Amanat untuk menjaga jati diri sebuah koperasi juga diberikan oleh Tim 
Pengkajian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang 
menyatakan: 
sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional, koperasi 
memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menumbuh 
kembangkan potensi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koperasi secara 
bersama dan berdampingan dengan pelaku usaha lain harus mampu tumbuh 
menjadi badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan dan penggalang ekonomi 
rakyat serta memiliki jaringan usaha dan daya saing yang tangguh guna 
mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan pada masa yang akan datang. 
Disamping itu, koperasi harus mampu melakukan langkah-langkah kedepan 
secara terarah untuk dapat melestarikan identitas koperasi dan dapat 
mempertahankan jati dirinya agar tidak terpeleset  keluar dari jati diri koperasi 
walaupun harus melakukan kegiatan bisnis sebagaimana layaknya yang 
dilakukan pelaku ekonomi lainnya (Muslimin Nasution, 2002: 1).  
Koridor jati diri koperasi merupakan parameter untuk mengukur suatu 
koperasi telah berada di jalur yang benar atau ataukah tidak. Koridor jati diri 
koperasi juga bisa disebut sebagai kode etik koperasi, yang berarti jika 
koperasi berada diluar koridor jati diri, maka koperasi tersebut telah 
melanggar kode etik. Hans Munker menjabarkan konsep koridor jati diri 
koperasi sebagai berikut (Djabaruddin Djohan, 2008: 2). 
1. hanya koperasi yang secara sadar bertujuan untuk melayani kebutuhan 
anggotanya dan melakukan berbagai usaha untuk membuktikan/ 
melaksanakan tujuan tersebut, adalah koperasi yang berada dalam koridor 
koperasi; 
2. hubungan usaha/transaksi dengan pelanggan bukan anggota hanya bisa 
diterima apabila transaksi tersebut merupakan usaha sampingan dari tujuan 
utama, yaitu melayani anggotanya serta untuk menarik anggota baru. 
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Dalam hubungan ini, sasaran koperasi adalah menjadikan pelanggaran 
bukan anggota menjadi anggota; 
3. dalam kegiatan usaha, transaksi dengan bukan anggota tidak boleh 
melampaui transaksi dengan anggota; 
4. pemupukan modal sendiri harus seimbang antara yang tergantung dari 
anggota dan yang tidak tergantung pada anggota. Hal ini dilakukan agar 
secara finansial, koperasi tidak terlepas dari basis keanggotaannya; 
5. manajer koperasi  harus memahami falsafah koperasi, sehingga perusahaan 
koperasi tidak hanya mewakili rasionalitas manajemen, tetapi juga tetap 
berorientasi pada pelayanan kepada anggota. Dalam hal manajer diangkat 
dari luar, mereka diwajibkan untuk memahami seluk beluk perkoperasian, 
sehingga memahami falsafah koperasi tersebut; 
6. antar tingkat organisasi koperasi harus diadakan pembagian tugas yang 
jelas, dan kegiatannya diintegrasikan berdasarkan prinsip subsidiaritas, 
yang berarti apa yang belum mampu dilakukan oleh koperasi tingkat 
bawah harus dapat dilakukan oleh organisasi koperasi tingkat atasnya . 
kebutuhan anggota tingkat terbawah (primer) harus menentukan program 
kegiatan pada semua tingkat organisasi koperasi. 
Pemahaman tentang pengertian jati diri koperasi dapat tergantung pada 
persepsi pengurus atau pengelola dan pembina koperasi serta pihak-pihak lain 
yang berkepentingan dalam melaksanakan pembinaan koperasi, dengan jalan 
melihat, membangun dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi didalam sistem 
perekonomian nasional. Berkaitan dengan hal itu, jati diri koperasi yang sudah 
ada diaplikasikan sementara ini oleh jajaran perkoperasian, tampaknya masih 
memerlukan pengkajian ulang dan langkah-langkah pelurusan atas berbagai 
penyimpangan yang terjadi, disamping melaksanakan langkah penguatan 
kembali nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi yang mendukung jati 
dirinya. Oleh karena itu, pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi 
perlu mendapat perhatian khusus dan dipahami, baik oleh pecinta koperasi, 
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gerakan koperasi maupun aparat pembinaan koperasi dalam melakukan 
pemberdayaan dan pengembangan koperasi, sesuai dengan posisi dan 
perannya masing-masing. Pada saat ini, tidak sedikit pihak-pihak yang 
memberikan penilaian dan pernyataan bahwa koperasi belum berhasil 
menunjukkan ciri keunggulannya sebagai lembaga ekonomi milik rakyat 
(Muslimin Nasution, 2002: 2). 
Mengenai masalah definisi koperasi sebagai badan usaha, Pandji 
anoraga berpendapat bahwa adanya pernyataan “koperasi harus untung” (atau 
lebih ekstrim harus mengejar keuntungan maksimal), memang benar apabila 
koperasi hanya dianggap sebagai salah satu bentuk bangun usaha ekonomi 
yang tidak ingin kalah menghadapi saingan-saingannya, ia survive dan 
berkembang harus untung (tidak boleh merugi) (Pandji Anoraga, 1995: 119). 
Namun merujuk pada jati diri koperasi, maka penerapan manajemen dalam 
kegiatan usaha koperasi disebut manajemen profesional berbasis nilai. Sebagai 
badan usaha yang berorientasi pada pelayanan anggota, maka usaha koperasi 
lebih tepat disebut sebagai social bussiness dari pada commercial bussiness 
yang hanya berorientasi untuk mengejar keuntungan semata. Sebagai social 
bussiness, maka usaha koperasi sarat dengan nilai-nilai sosial dan etika, yang 
diwujudkan dalam bentuk produk yang dihasilkan, pelayanan dan sebagainya. 
Hal ini selain sejalan dengan nilai menolong diri sendiri, persamaan, keadilan, 
solidaritas, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain, juga mengacu 
pada prinsip dan struktur kepemilikan koperasi inilah yang menjadi 
keunggulan kompetitif pada koperasi (Djabaruddin Djohan, 2008: 3). 
Harus diakui bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh setiap badan usaha 
pada umumnya adalah sama, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya 
(profit oriented). Namun sebagai badan usaha yang berwatak sosial, koperasi 
tidak dibenarkan hanya mencari keuntungan saja, koperasi juga harus 
mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
Secara institutionil, koperasi memiliki ruang gerak yang terbatas dibanding 
dengan pelaku ekonomi lainnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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dalam dunia usaha tidak memungkinkan koperasi bergerak bebas seperti 
swasta murni. Itu sebabnya, jika selama ini kegiatan usaha koperasi masih 
terbatas pada pelayanan kepada anggota seperti simpan pinjam (Pandji 
Anoraga, 1995: 131). 
Dari pemaparan pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan 
Pinjam di atas dapat ditegaskan bahwa kegiatan usaha Koperasi Simpan 
Pinjam untuk menghimpun dan menyalurkan dana hanya diperuntukan bagi 
anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Baik dari Undang-
Undang No 25 Tahun 1992, PP No 9 Tahun 1995 serta Kepmen No: 
351/KEP/M/XII/1998 tidak ditemukan pengaturan yang memperbolehkan 
Koperasi Simpan Pinjam untuk melakukan kegiatan penghimpunan  dana dari 
masyarakat luas diluar anggota koperasi.  
B. Tindak Pidana yang Berpotensi Terjadi dalam Penyelenggaraan 
Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa 
Koperasi Simpan Pinjam hanya diperbolehkan menghimpun dana dan 
menyalurkannya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau 
anggotanya. Hal itu telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang  Koperasi Simpan Pinjam. Namun kenyataan 
yang ada saat ini, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana 
dari masyarakat luas diluar anggotanya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh 
Abdul Salam yang menyebutkan “Koperasi Simpan Pinjam dalam 
operasionalnya, pada saat ini, memperluas cakupan pelayanannya selain 
kepada anggota juga kepada calon anggota, yang sebetulnya menyimpang dari 
prinsip Koperasi Simpan Pinjam yang berdasarkan pada basis keanggotaan” 
(Abdul Salam, 2008: 157). Kondisi yang seperti ini menjadi salah satu 
gambaran pudarnya jati diri koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk 
anggota. 
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Djabaruddin Djohan mengatakan, dilihat dari koridor jati diri koperasi 
seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya, masih cukup banyak kita lihat 
koperasi-koperasi (terutama Koperasi Simpan Pinjam) yang melayani bukan 
anggota (yang disebut sebagai “calon anggota”) yang jumlahnya lebih besar 
dari anggotanya sendiri, tanpa meningkatkan status calon anggota tersebut 
sebagai anggota penuh (Djabaruddin Djohan, 2008: 5). Dalam hal ini, 
Koperasi Simpan Pinjam telah memanfaatkan status calon anggota 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PP No 9 Tahun 1995. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 18 tersebut, calon anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun 
kenyataannya, setelah jangka waktu itu berakhir, status calon anggota tetap 
saja tidak berubah menjadi berstatus anggota. Sekilas tampak bahwa 
kesalahan pada calon anggota tersebut yang belum mampu melunasi simpanan 
pokok. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat indikasi cukup 
kuat bahwa pihak koperasi mempersulit calon anggota untuk melunasi 
simpanan pokok yang jumlahnya sangat besar, sehingga yang bersangkutan 
tidak dapat diangkat menjadi anggota. Bahkan ditemui calon anggota yang 
tidak harus membayar terlebih dahulu simpanan pokok dan wajib ketika akan 
meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam (http://www.smecda. 
com/deputi7/file_Infokop/EKSISTENSI%20KOPERASI.htm. 05 April 2009, 
Pukul. 19.31 WIB). 
Kegiatan penghimpunan dana diluar anggota oleh Koperasi Simpan 
Pinjam diungkapkan juga oleh Suhendar Sulaeman yang menyebutkan: 
banyak Koperasi Simpan Pinjam yang  tidak untuk melayani anggota, 
tetapi lebih banyak melayani masyarakat lainnya yang bukan anggota. Bahkan 
cukup banyak ditemui Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi saat ini, lebih 
banyak menguntungkan atau berorientasi kepada kepentingan anggota sebagai 
pemilik dan sangat kurang memperhatikan kepentingan anggota/calon anggota 
sebagai pelanggan, yaitu sebagai penyimpan dan peminjam (nasabah) 
(Suhendar Sulaeman, 2004: 79). 
Seringkali koperasi hanya berupa “koperasi” dalam nama saja, 
sebagaimana dikatakan oleh Uphoff (Jochen Ropke, 2003: 41): 
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1. fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang dimengerti oleh 
anggota; 
2. struktur organisasi dan proses pengembalian keputusannya sulit 
dimengerti dan dikendalikan, kompleksitas organisasi terlalu tinggi; 
3. tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota terlalu sempit; 
4. koperasi dijalankan sebagai tanggapan atas kepentingan manajer atau para 
pemimpin lainnya, atau sebagai tanggapan atas kepentingan dan arahan 
pemerintah; 
5. koperasi terbuka juga bagi non-anggota dan usaha non-anggota ini 
mungkin justru akan menyerap sebagian sumber daya koperasi yang 
penting. 
Dari pandangan beberapa tokoh di atas terhadap kegiatan penghimpunan 
dana masyarakat diluar anggota, Jochen Ropke berpendapat bahwa semakin 
koperasi bertambah terlibat dalam usaha non-anggota, maka semakin mungkin 
ia akan melepaskan sifat-sifat koperasinya dan kemudian secara bertahap akan 
berubah menjadi organisasi yang didominasi oleh para pemegang 
saham/modal (Jochen Ropke, 2003: 20). Pemerintah mengakui bahwa 
pertumbuhan koperasi menunjukkan perubahan besar dilihat dari jumlah 
banyaknya koperasi yang berdiri. Namun koperasi tersebut belum memberikan 
kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Secara kualitas, 
koperasi memang bertambah, tetapi secara kuantitas menurun (Subdin 
Koperasi dan UKM, 2006: 2). Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 
Simpan Pinjam Koperasi.  
Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan dengan tujuan memberikan 
pedoman bagi pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar 
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat melakukan 
kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara 
profesional, sesuai dengan prinsip kehatihatian dan kesehatan, sehingga dapat 
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meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Dalam Peraturan Menteri 
tersebut ditetapkan 5 (lima) predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan 
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) 
golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak 
sehat. Berdasar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 
20/Per/M.KUKM/XI/2008, banyak koperasi yang dinyatakan dalam kondisi 
tidak sehat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen, sebanyak 25% dari 
1.005 unit koperasi yang ada di Sragen termasuk dalam golongan tidak sehat 
dan kurang sehat. Hal itu diungkapkan oleh Djoko Purwanto selaku Kepala 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM Sragen (Solopos, 
8 April 2009). 
Saat ini, permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan 
Pinjam bukan hanya permasalahan penghimpunan dana diluar anggota saja, 
melainkan juga permasalahan adanya koperasi yang disebut dengan “koperasi 
pengurus”. Dalam hal ini, terdapat dominasi pengurus dalam kegiatan usaha 
koperasi meskipun secara normatif telah jelas disebutkan bahwa yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu koperasi adalah Rapat Anggota. 
Alasan keberadaan koperasi pengurus tersebut adalah adanya pengaruh pola 
hubungan koperasi dan anggota serta masyarakat yang hanya didasarkan pada 
pola hubungan bisnis. Akibat dari pola hubungan bisnis tersebut, sering terjadi 
“koperasi yang tidak koperasi”, atau dikenal sebagai “koperasi pengurus” dan 
“koperasi investor”, karena koperasi dan anggota menjadi entitas yang 
berbeda, melakukan transaksi satu dengan lainnya, bahkan tidak jarang saling 
berbeda kepentingan (pengurus dan investor berada di satu pihak dan anggota 
berada di pihak lainnya) (http://www.indonesiaindonesia.com/f/8628-
membangun-koperasi-berbasis-anggota/, 05 April 2009, Pukul 14.18). 
Noer Soetrisno menyatakan bahwa pada tatanan operasional koperasi 
telah berkembang meluas dan sebagian besar hidup dari keswadayaan mereka. 
Koperasi-koperasi tersebut dibiarkan begitu saja meskipun ada indikasi 
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pelanggaran oleh koperasi terhadap prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No 
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Padahal dalam kondisi tersebut rawan 
terhadap penyalahgunaan yang merugikan anggota dan masyarakat karena 
ketiadaan jaminan. Aspek pengawasan dan sistem keamanan masih selalu 
menjadi aspek yang ditinggalkan. Hal ini juga berakibat membenamkan 
banyak koperasi dalam berbagai daftar hitam/merah dan dibiarkan tanpa 
penyelesaian (http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/Posisi%20Kop% 
20UUD1945.pdf, Sabtu, 28 Maret 2009, pukul 17.23 WIB). 
Pada kenyataannya koperasi Indonesia pada saat ini didominasi oleh 
koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan (simpan pinjam) dan sedikit 
sekali yang mampu menangani sektor riel. Bahkan banyak koperasi yang 
meninggalkan kegiatan di berbagai sektor produksi dan industri serta beralih 
pada aspek keuangan, demikian juga dengan kegiatan koperasi di bidang 
pemasaran. Dalam penjelasan PP No 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa: 
sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup terbatas, 
kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha 
yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh 
karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh 
pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu 
oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Dalam rangka itulah maka 
disamping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap kegiatan usaha pinjam tersebut, pemerintah juga perlu melakukan 
pembinaan dan pengawasan melalui menteri yang membidangi koperasi. 
Pengawasan dilakukan oleh menteri untuk menghindarkan terjadinya 
penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya 
kepercayaan anggota.  
Koperasi Simpan Pinjam memang telah diberikan payung tersendiri 
dalam Peraturan Pemerintah, namun pelaksanaan pengawasan sesuai dengan 
ketentuan PP No 9 Tahun 1995 sendiri masih sangat lemah, bahkan dapat 
dikatakan tanpa pengawasan (http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/ 
Posisi  %20Kop% 20UUD1945.pdf. 28 Maret 2009, pukul 17.23 WIB). 
Pengawasan dan pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam 
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 PP No 9 Tahun 1995. Pasal 24 
menyebutkan bahwa “pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 
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dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri”. Lebih lanjut Pasal 26 
menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib 
menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada menteri yang tata cara dan 
pelaksanaannya diatur oleh menteri. Selanjutnya terkait pengawasan terhadap 
Koperasi Simpan Pinjam, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 
21/Per.M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan 
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam Peraturan Menteri tersebut 
menyatakan bahwa  
Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan 
penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 
Koperasi oleh Pemerintah dalam hal ini menteri di tingkat pusat dan pejabat 
yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah 
dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 
Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan 
kepercayaan dari pihak yang terkait. 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri No: 21/Per/UMKM/XI/2008 
itu pula, tujuan dari adanya pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 
Simpan Pinjam Koperasi antara lain: 
1. Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan 
usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 
2. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai 
lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon 
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi; 
3. Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan 
penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; 
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP 
Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan; 
5. Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya 
secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi 
anggota. 
Namun dari hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan 
aturan yang ada. Bahkan apabila ada pihak Koperasi Simpan Pinjam 
melanggar ketentuan yang ada, pada umumnya tidak diberikan peringatan atau 
kalaupun ada peringatan sering tidak digubris dan sering tidak ada 
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kelanjutannya (http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EKSISTENSI 
%20KOPERASI.htm. 05 April 2009, Pukul 19.31 WIB). 
Lemahnya pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap 
Koperasi Simpan Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-
penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan 
Pinjam. Penyimpangan tersebut tidak hanya berupa penyimpangan terhadap 
kode etik koperasi tetapi penyimpangan tersebut juga mengarah kepada tindak 
pidana yang tidak jarang menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi 
menjadi tersangka.  
Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan mencoba mengidentifikasi 
tindak pidana apa saja yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi 
Simpan Pinjam. Pengidentifikasian tersebut didasarkan adanya 
penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku oleh Koperasi Simpan Pinjam. Adapun tindak pidana yang berpotensi 
terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai berikut. 
a. Tindak Pidana yang Berpotensi terjadi dalam Penyelenggaraan Kegiatan 
Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana diatur dalam KUHP 
Tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi 
Simpan Pinjam sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu tindak pidana 
penipuan dan/atau penggelapan. Saat ini banyak terjadi kasus penipuan 
dan/atau penggelapan yang berkedok Koperasi Simpan Pinjam.  
Salah satu contoh kasus penipuan dan/atau penggelapan oleh 
Koperasi Simpan Pinjam di Surakarta yaitu kasus Koperasi Manunggal 
Utama Karya. Modus operandi kasus tersebut adalah dengan penawaran 
deposito berjangka. Para nasabah mengaku tergiur iming - iming bunga 
tinggi, sehingga membeli sertifikat deposito berjangka dengan nilai 10 juta 
rupiah per sertifikat. Karena tergiur keuntungan yang besar, sejumlah 
nasabah terbujuk untuk membeli belasan sertifikat tersebut. Namun hingga 
batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang deposito 
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ternyata tidak juga dibayarkan oleh pihak koperasi 
(http://euro2008.tempointeraktif.com/hg/nusa/2007/11/05/brk,200711 05-
110756,id.html, 16 Februari 2009, pukul 12.10 WIB). Kasus penipuan 
dan/atau penggelapan tersebut saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan 
Negeri Surakarta dengan No perkara 2.435/Pen.Pid/2008/PN Ska. 
Daryono selaku manajer Koperasi Manunggal Utama Karya menjadi 
terdakwa dalam kasus tersebut. Pasal yang didakwakan kepada Daryono 
adalah Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP. 
Mengenai masalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan 
oleh Koperasi Simpan Pinjam akan dibahas lebih lanjut seperti dibawah 
ini. 
a. Tindak Pidana Penggelapan 
Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam Pasal 372 
KUHP dari titel XXIV Buku II KUHP. Adapun bunyi Pasal 372 
KUHP adalah  “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan 
melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau 
sebagiannya termasuk kebanyakan orang lain dan barang itu ada dalam 
tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 900,-“. 
Dari rumusan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 
KUHP di atas, mengenai unsur melawan hukum, Wirjono berpendapat 
bahwa biasanya oleh para penulis barat dikatakan, bahwa sifat penting 
dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. 
Seperti yang telah diungkapkan oleh Wirjono bahwa tindak pidana 
adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman pidana 
atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dibidang hukum lain, 
yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. 
Maka adanya hukum pidana dengan tindak pidana yang dirumuskan 
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didalamnya itu, bersumber pada pelanggaran hukum dibidang hukum 
lain tadi. Jadi dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada 
sifat melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 59).  
Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur-unsur 
tindak pidana penggelapan yang meliputi (Wirjono Prodjodikoro, 
2002: 31-32). 
1) Barang dibawah kekuasaan si pelaku; 
unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan barang yang 
membedakan dengan tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. 
Ditambahkan bahwa barang harus ada dibawah kekuasaan pelaku 
dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Dengan 
demikian, tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya 
dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. 
Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku 
tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat 
dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu 
barang. 
2) Barang milik orang lain 
Unsur ini sedikit menimbulkan kesulitan dalam hal sejumlah 
uang tunai yang dipercayakan oleh orang yang empunya kepada 
orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan 
pembayaran tertentu. Menurut Wirjono, harus ada kalanya 
dianggap uang yang disimpan itu tidak boleh “diutak-atik”, tetapi 
juga harus ada kalanya uang itu dapat dipakai dulu. Hal ini 
bergantung kepada maksud penyimpanan uang itu dan kepada 
keadaan orang yang diserahi menyimpan uang itu. Maksud yang 
tegas bahwa uang itu tidak boleh “diutak-atik” dapat dibilang 
apabila orang yang menyimpan uang itu merupakan seorang 
pesuruh belaka, yang ditugaskan melakukan pembayaran tertentu 
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dengan uang itu. Ukuran keadaan kekayaan orang yang 
menyimpan uang dapat dijelaskan demikian, bahwa tidak ada 
penggelapan apabila si penyimpan uang, setelah mempergunakan 
uang itu untuk keperluan pribadi, demikian kekayaannya bahwa ia 
kemudian sewaktu-waktu mampu untuk membayar kembali uang 
itu dari uang milik pribadinya.  
Menurut Noyon-Langemeyer, sampai sekarang belum merata 
suatu pendapat yang memuaskan tentang arti dari unsur “memiliki 
barangnya dengan melanggar hukum”. Menurut Wirjono 
Prodjodikoro, sebetulnya ada suatu kontradiksi antara “memiliki 
barang” dan “melanggar hukum”. “memiliki barang” berarti 
menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik 
suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah 
pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang 
memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena, 
kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik 
barang. 
Saat ini Polisi Wilayah (Polwil) Surakarta telah mengusut 
dugaan  penggelapan uang di sejumlah koperasi. Menurut Kapolwil 
Surakarta, Komisaris Besar Yotje Mende, total kerugian akibat 
penggelapan tersebut mencapai Rp 59 miliar. Ada 47 kasus penipuan 
yang dilaporkan masyarakat. Aparat Polwil Surakarta tengah memburu 
seorang pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri, yang 
dilaporkan menggelapkan uang nasabah sebesar Rp 11 miliar. Modus 
yang dipakai para tersangka yang juga merupakan pengurus koperasi 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian 
digelapkan. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Insan Dana Mandiri 
dan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Abadi yang juga diduga telah 
menggelapkan uang nasabahnya (http://www.tempointeractive.com/hg 
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/nusa/jawamadura/2007/11/05/ brk,20071105-110756,id.html. 05 April 
2009, Pukul 19.20 WIB). 
Dalam kasus di atas, terdapat unsur-unsur tindak pidana 
penggelapan sebagaimana diuraikan di atas. Unsur “barang dibawah 
kekuasaan pelaku” telah terpenuhi, yaitu ketika para nasabah 
mempercayakan dananya untuk disimpan di Koperasi Simpan Pinjam  
dan akan diambil kembali pada waktu tertentu sesuai ketentuan. Dana 
yang dipercayakan oleh nasabah tersebut berada dalam kekuasan 
pengurus koperasi untuk dikelola sebagaimana mestinya. Namun 
kenyataan yang terjadi, dana tidak dikelola sebagaimana mestinya dan 
bahkan digelapkan oleh pengurus dan/atau pengelola. Hal itu 
mengakibatkan ketika nasabah ingin mengambil kembali dananya, 
pihak koperasi tidak bisa memenuhi. Unsur “barang milik orang lain” 
juga telah terpenuhi. Dalam hal kasus penggelapan oleh pengurus 
Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri, unsur “barang milik orang 
lain” adalah dana para nasabah yang dipercayakan untuk disimpan di 
Koperasi Simpan Pinjam sejumlah Rp. 11 Miliar. 
Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Koperasi 
Simpan Pinjam tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana 
ekonomi. Hal itu didasarkan pada bentuk dari pelanggaran ekonomi 
sebagaimana disebutkan oleh H. Budi Untung dibawah ini (H. Budi 
Untung, 2005: 151-152): 
1) pelanggaran/penghindaran pajak; 
2) penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (credit fraud); 
3) penggelapan dana-dana masyarakat, dan penyelewengan/ 
penyalahgunaan dana-dana masyarakat; 
4) pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan; 
5) spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah; 
6) delik-delik lingkungan; 
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7) menaikkan harga serta melebihkan harga faktur, juga mengekspor 
dan mengimpor barang-barang dibawah standar dan bahkan hasil-
hasil produksi yang membahayakan; 
8) eksploitasi tenaga kerja; 
9) penipuan konsumen.  
 
b. Tindak Pidana Penipuan 
Titel XXV Buku II KUHP berjudul bedrog yang berarti  
penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu 
Pasal 378 mengatur mengenai tindak pidana oplichting yang berarti 
penipuan juga tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari 
titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga 
dalam arti luas (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 36). Pasal 378 KUHP 
berbunyi:  
barang siapa  dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama 
palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun 
dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang 
supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau 
menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya empat tahun. 
Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul 
tindak-tindak pidana tertentu di  Indonesia menyebutkan unsur-unsur 
dalam Pasal 378 tersebut sebagai berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 
38-41).  
1) menguntungkan diri dengan melanggar hukum; 
2) penyerahan barang;  
3) membuat utang atau menghapuskan utang; 
4) memakai nama atau kedudukan palsu; 
Salah satu contoh kasus penipuan oleh Koperasi Simpan Pinjam 
yaitu kasus Koperasi Bina Sejahtera Mandiri di Jalan Ahmad Yani, 
 cix 
Pangkalpinang, Bangka Belitung. Hendra Nawi selaku Ketua Koperasi 
diduga menipu anggotanya. Atas dasar itulah, polisi kemudian 
menetapkan Hendra sebagai tersangka karena melanggar pasal 378 
KUHP tentang Penipuan. Kasus penipuan  oleh Koperasi Simpan 
Pinjam juga terjadi di Bali yaitu oleh Koperasi Karang Asem 
Membangun.  Modus penipuan oleh Koperasi Karang Asem 
Membangun adalah mengiming-imingi nasabah dengan bunga 
mencapai 150% per bulan, serta hadiah mobil dan sepeda motor jika 
menyimpan uang dalam jumlah tertentu. http://www.liputan6.com 
/news/?id=175410&c_id=11). 05 April 2009, Pukul 18.54 WIB). 
Terkait unsur-unsur tindak pidana penipuan di atas, dalam hal 
tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, 
maka unsur “menguntungkan diri dengan melanggar hukum” dapat 
diidentifikasi  melalui tindakan pengurus atau pengelola koperasi yang 
sengaja mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian dana 
tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan disalah 
gunakan untuk kepentingan pribadinya. Unsur penyerahan barang 
dalam hal ini juga telah terpenuhi ketika calon anggota menyerahkan 
sejumlah uang (yang disebut sebagai simpanan pokok dan simpanan 
wajib) kepada koperasi serta ketika para anggota menyimpan dananya 
di Koperasi Simpan Pinjam. 
Dari modus operandi kasus-kasus di atas seolah-olah Koperasi 
Simpan Pinjam melakukan promosi atau penyuluhan untuk 
mengarahkan masyarakat agar menjadi anggota, sedangkan sifat 
keanggotaan dalam koperasi adalah suka rela dan terbuka. Dalam 
aspek bisnis, promosi, iklan, janji-janji pemberian hadiah untuk 
menarik nasabah merupakan hal biasa. Praktek semacam itu lazim 
karena dalam dunia bisnis. Namun bagi koperasi, praktek-praktek 
tersebut tidak lazim karena tidak sesuai dengan prinsip koperasi. 
Praktek seperti itu semakin memperburuk citra koperasi di dalam 
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masyarakat. Promosi, janji-janji dan iming-iming hadiah dari Koperasi 
Simpan Pinjam tersebut merupakan unsur “membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang” pada pengertian tindak pidana penipuan.  
b. Tindak Pidana yang Berpotensi terjadi dalam Kegiatan Koperasi Simpan 
Pinjam yang mengarah pada Tindak Pidana Perbankan 
Di Indonesia, penyidikan dan penanggulangan kejahatan di bidang 
perbankan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan besar yaitu (H. 
Budi Untung, 2005: 155-156): 
a. kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa ijin; 
b. kejahatan mengenai perkreditan; 
c. kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral. 
Berdasarkan penggolongan menurut H Budi Untung di atas, tindak 
pidana yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
adalah kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa ijin. Sebagai 
contoh kasus yaitu kasus yang dilakukan oleh Wijaya Bank, Kendati 
namanya Memakai kata  "bank",  Wijaya Bank (WB) bukanlah bank, 
tetapi murni usaha Koperasi Simpan Pinjam. Dahlan Sutalaksana selaku 
Direktur Muda Bank Indonesia telah melakukan pengecekan dan hasilnya 
dinyatakan bahwa nama WB tidak tercantum dalam daftar nama bank-
bank yang diberi izin operasi oleh Departemen Keuangan. Hasil 
pengecekan tersebut dilaporkan kepada polisi dan segera ditindaklanjuti 
oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Wijaya Bank 
memiliki izin sebagai Koperasi Usaha Simpan Pinjam dari Kantor Wilayah 
(Kanwil) Departemen Koperasi DKI Jakarta per 1 Juni 1992. Dalam izin 
hanya dicantumkan nama Koperasi Simpan Pinjam Wijaya, tanpa sebutan 
"bank" dibelakangnya. Semula, koperasi itu hanya memiliki izin usaha 
sebagai Koperasi Simpan Pinjam dari anggotanya. Namun, dengan 
bantuan oknum di kantor koperasi,  izin usahanya diubah menjadi 
menerima deposito berjangka, sertifikat deposito, valuta asing, juga izin 
mengeluarkan kartu kredit (http://majalah.tempointeraktive.com/id/cetak 
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/1992/09/12/KRI/mbm.19920912.KRI10378.id.html, 16 Februari 2009 
pukul 12.09 WIB). 
Tindak pidana perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A Undang-
Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 
juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998) yang secara garis besarnya 
dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu (Sundari Arie, 2007: 
8-16): 
a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan perizinan. 
Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan 
menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat 
penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait 
perlindungan dana masyarakat yang disimpan di bank, sehingga setiap 
pihak yang menghimpun dana masyarakat wajib terlebih dahulu 
memperoleh izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 7 
Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998; 
b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. 
Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-
Undang No 10 Tahun 1998, larangan bagi setiap pihak untuk 
memberikan keterangan yang berkaitan dengan rahasia bank tercantum 
dalam Pasal 40, 41. 41 A, 42. 42A, 43, 44, 44 A, 45, 47 dan Pasal 47A. 
Ketentuan rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan 
masyarakat agar informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak 
disalah gunakan demi menjamin kelangsungan usaha bank, sehingga 





c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank 
Indonesia.  
Dalam rangka pengawasan bank oleh Bank Indonesia, bank 
wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan 
penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi 
pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta  
menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila kewajiban ini tidak 
dilaksanakan sebagaimana mestinya maka kepada pelaku dapat 
dikenakan sanksi pidana.  
d. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 
Tahun 1998, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi:  
Pasal 49 ayat (1) 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja: 
(1)  membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 
(2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan; 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank; 
(3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau 
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut 
diancam dengan penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 




Pasal 49 ayat (2) 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja: 
(1) meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang 
atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk 
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha 
mendapatkan bagi orang lain dalam  memperoleh uang muka, bank 
garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka 
pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, 
surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainya, 
ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain 
untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya 
pada bank; 
(2) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-
undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 
yang berlaku bagi bank/ diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun  serta 
denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dsan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
e. Tindak pidana yang terkait  dengan pihak terafiliasi. 
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 
10 Tahun 1998 tidak hanya mengatur kewajiban pengurus dan pegawai 
bank tetapi juga pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut meliputi 
pengurus dan pegawai bank yang berbentuk Perseroan Terbatas 
maupun koperasi, pihak yang memberikan jasanya kepada bank seperti 
akuntan publik, konsultan hukum, penilai dan pihak yang menurut 
penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, 
seperti pemegang saham dan keluarga pengurus bank.  
f. Tindak pidana yang terkait dengan pemegang saham. 
Pemegang saham bank yang dikenal dengan istilah pemilik bank 
juga dapat diancam sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 A yang menyebutkan: 
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan 
Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan yang menyebabkan bank tidak melaksanakan 
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langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 
bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
Dalam penjelasan PP No 9 Tahun 1995 sebagaimana telah 
disebutkan diawal, telah secara jelas dinyatakan bahwa Koperasi Simpan 
Pinjam telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 
1998. Namun dengan melihat perkembangan praktek kegiatan 
penghimpunan dana diluar anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam 
sebagaimana digambarkan di atas, kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
tersebut dapat dinilai berbenturan dengan praktek perbankan yang pada 
umumnya menghimpun dana dari masyarakat luas. Dihubungkan dengan 
penggolongan tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana diuraikan 
oleh H. Budi Untung di atas, penghimpunan dana masyarakat diluar 
anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam termasuk dalam kategori kejahatan 
menjalankan kegiatan perbankan tanpa ijin. 
Menurut Djabaruddin Djohan, salah satu identitas koperasi yang 
sudah disepakati secara internasional adalah adanya status ganda pada 
anggota, yaitu sebagai pemilik yang menentukan kebijakan organisasi dan 
usaha, sekaligus sebagai pengguna jasa. Karena itulah, koperasi disebut 
sebagai organisasi yang berbasis anggota (member-base organization). 
Jika pengusaha membentuk Koperasi Simpan Pinjam yang lebih banyak 
melayani non-anggota, maka Koperasi Simpan Pinjam itu telah menjadi 
koperasi berbasis modal (capital based organization), layaknya 
perusahaan swasta biasa. Akan lebih tepat kalau Koperasi Simpan Pinjam 
tersebut mengubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
Pembatasan pelayanan Koperasi Simpan Pinjam pada anggota dan calon 
anggota, sebagaimana diatur dalam PP No 9 Tahun 1995, dalam konteks 
perekonomian nasional, sebetulnya bukan hanya untuk menjaga agar 
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Koperasi Simpan Pinjam bekerja sesuai dengan jatidirinya, tetapi juga 
supaya tidak bertabrakan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto 
Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yang jelas-jelas melarang badan 
usaha non-perbankan melakukan praktik perbankan 
(http://www.majalahpip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1226661639
&pID=34&stID=1613, 03 April 2009, Pukul 19.23 WIB). 
Untuk dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari 
masyarakat luas, suatu lembaga harus memiliki ijin dari Bank Indonesia. 
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 7 
Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Pasal 16 ayat (1) 
tersebut berbunyi “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu 
memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat 
dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana 
dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”. 
Dilihat dari konteks Pasal 16 ayat (1) tersebut, Koperasi Simpan 
Pinjam sebagai salah satu jenis koperasi memang telah diatur dalam 
undang-undang tersendiri. Pengaturan tentang kegiatan Koperasi Simpan 
Pinjam itupun juga telah jelas disebutkan bahwa penghimpunan dana 
masyarakat oleh Koperasi Simpan Pinjam hanya terbatas pada anggota, 
calon anggota dan koperasi lain dan/atau anggotanya. Perlu ditegaskan 
disini bahwa dasar untuk mengidentifikasi adanya tindak pidana yang 
mengarah pada tindak pidana perbankan adalah praktek kegiatan Koperasi 
Simpan Pinjam yang menghimpun dana masyarakat diluar anggotanya. 
Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur 
Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang 
No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang 
berbunyi: 
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Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).  
Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa: 
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, 
yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud 
dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan 
perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu 
atau terhadap kedua-duanya. 
Menurut Tb. Irman S, akan banyak penyangkalan apabila ada pihak 
menghimpun dana, kemudian dikenakan Pasal 46 ayat (1). Menurut Tb. 
Irman S, kita perlu mengartikan lebih dahulu istilah simpanan yang ada 
dalam Pasal 46 ayat (1), bahwa “simpanan adalah dana yang dipercayakan 
masyarakat kepada bank”. Jadi, Pasal 46 ayat (1) diartikan dan dibaca 
hanya sampai kata simpanan, yaitu “barang siapa yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan 
Bank Indonesia .....”. Lebih lanjut menjelaskan “karena simpanan adalah 
dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank, seseorang/perusahaan 
akan menyatakan bahwa saya adalah bukan bank, sehingga saya tidak 
melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto 
Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Hal tersebut terjadi karena 
mengartikan atau menafsirkan Pasal 46 ayat (1) secara sebagian-sebagian”. 
Tb. Irman S menggambarkan anatomi penyangkalan terhadap rumusan 
Pasal 46 sebagai berikut (Tb. Irman S, 2006: 43). 
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Gambar. 3 Anatomi Kejahatan Perbankan pada Pasal 46 Undang-Undang 
No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 
(Tb. Irman S, 2006: 43) 
Adanya penyangkalan tersebut karena menafsirkan Pasal 46 ayat (1) 
secara sepotong-potong dan meloncat ke dalam pengertian simpanan, 
tetapi tidak diteruskan sampai Pasal 16. Kalaupun diteruskan sampai Pasal 
16, pada saat ketemu lagi kata simpanan, dibelokkan lagi kedalam 
pengertian simpanan. Seharusnya tidak demikian dalam membaca Pasal 46 
ayat (1) dan Pasal 16. dibacanya kebawah secara utuh (Tb. Irman S, 2006: 
44). 
Berdasarkan anatomi yang disajikan oleh Tb. Irman S tersebut di 
atas, Koperasi Simpan Pinjam bisa menyangkal bahwa usahanya bukanlah 
usaha bank. Penyangkalan Koperasi Simpan Pinjam diperkuat dengan 
alasan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tunduk kepada Undang-Undang 
Perkoperasian bukan pada Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto 
Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Namun yang jadi permasalahan 
dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut adalah kegiatan 
penghimpunan dana masyarakat diluar anggota dalam bentuk simpanan. 
Kegiatan tersebut selain menyimpang dari Undang-Undang Perkoperasian 
Simpanan adalah: dana masyarakat yang 
dipercayakan masyarakat kepada Bank dan 
seterusnya 
Penyangkalan akan timbul: 
Kami adalah bukan Bank 
Penyangkalan diteruskan dengan: 
“berarti kami tidak dapat dikenakan 
Pasal 46 ayat (1)  
ü Barang siapa  
ü Menghimpun dana 
ü Dari masyarakat 
ü Dalam bentuk simpanan dan seterusnya 
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juga mengarah pada pelanggaran terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 
1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998. 
Agus Santoso menyebutkan bahwa terkait implementasi Pasal 16 
ayat (1), dalam praktiknya di berbagai daerah, banyak perkara pidana yang 
terjadi sebagai akibat penuntutan terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang 
diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998, sehingga 
dituntut pidana atas dasar Pasal 46 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 
juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Pada umumnya Koperasi 
Simpan Pinjam tersebut melayani penghimpunan simpanan non anggota 
dengan cara memperlakukannya sebagai calon anggota, namun sifat dari 
calon anggota tersebut ternyata permanent atau tidak pernah dicatat 
sebagai anggota, sehingga praktik seperti ini menyalahi ketentuan PP No 9                                                                                                              
Tahun 1995 yang mengatur bahwa calon anggota koperasi dalam jangka 
waktu 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota 
(Agus Santoso, 2004: 24-25). 
Adanya indikasi bahwa dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
mengarah pada kegiatan perbankan, Noer Soetrisno berpendapat bahwa 
dalam perkembangan pada saat ini koperasi besar diluar keuangan yang 
berhasil mempertahankan diri selalu memilih jalan untuk menggunakan 
mekanisme lain untuk memasuki bisnis besar. Terutama untuk kegiatan 
yang tidak merupakan pelayanan anggota, tetapi menjadi kepentingan 
penguatan bisnis koperasi mereka membentuk berbagai perusahaan 
perseroan. Sehingga potret koperasi yang diketahui dalam catatan 
pemerintah dalam format perusahaan koperasi sebagai koperasi skala 
usaha besar hanya sekitar 150an, itupun sebagian besar Koperasi Simpan 
Pinjam masih dipertanyakan cara operasionalnya antara cara perbankan 
atau koperasi (http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/Posisi%20 
Kop%20UUD1945.pdf, 28 Maret 2009, pukul 17.23 WIB). 
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Singgih Djoehartono juga menyebutkan bahwa:  
koperasi yang melakukan praktek perkoperasiannya yang 
menyimpan dari definisi  dan ketentuan-ketentuan undang-undang tentang 
koperasi serta melakukan bujuk rayu dengan serangkaian kata-kata 
mutiaranya yang menarik dan memikat dan dengan maksud 
menguntungkan dirinya dan/atau orang lain dengan melawan hukum 
ditambah menerima dana simpanan dan mengkreditkan dana dari dan 
kepada orang seorang dan/atau badan hukum koperasi lain yang bukan 
anggotanya sudah jelas dan nyata melakukan praktek kriminal bank gelap 
berkedok koperasi (Singgih Djoehartono, 2008: 18). 
Sinyalemen aparat penegak hukum yang menyatakan sebagian 
koperasi telah melakukan praktek bank gelap, tampaknya ada benarnya. 
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa (http://www.smecda.com/ 
deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/aspek_penting.htm, 03 April 2009, 
Pukul 19.44 WIB): 
a. beberapa wilayah kepada masyarakat umum (bukan anggota koperasi 
yang bersangkutan). Penghimpunan dana itu dilakukan secara aktiv di 
setiap wilayah melalui karyawan tidak tetap yang bertindak sebagai 
pemasaran; 
b. Setiap nasabah ditarik iuran suka rela dalam jumlah tertentu, misalnya 
sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan pokok ditarik 
selama beberapa hari, masing-masing dalam jumlah tertentu; 
c. Memberikan imbalan atau bunga secara tidak konsisten dan tidak 
sesuai dengan yang tertulis di buku tabungan/simpanan dengan selisih 
2%. Selisih pengenaan bunga 2% adalah untuk jasa (fee) pemasaran 
yang dibebankan kepada penyimpan/penabung di Koperasi Simpan 
Pinjam, dengan menaikkan jasa tabungan 2% dari yang seharusnya 
diterima. Dengan demikian, jika jasa atau bunga simpanan atau 
tabungan yang tertulis sebesar 5%, maka yang riil diterima penabung 
adalah 3%, karena sisanya sebesar 2% adalah untuk fee/jasa bagian 
pemasaran. Apabila omzet  atau target dapat dicapai, maka sebagian 
fee untuk pemasaran kadangkala dibagikan kepada penabung. 
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Mengenai identifikasi permasalahan benturan kegiatan 
penghimpunan dana masyarakat antara Koperasi Simpan Pinjam dengan 
Perbankan, sebenarnya bisa diantisipasi melalui Pasal 21 ayat (1) Undang-
Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998. 
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-
Undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu bank 
umum dapat berupa Perseroaan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan 
Daerah. Berdasar ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi 
ingin menghimpun dana dari masyarakat secara luas, maka koperasi 
tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Dengan 
perkataan lain, apabila koperasi ingin memiliki peran sebagai lembaga 
intermediasi, maka koperasi itu dapat mengajukan permohonan izin usaha 
sebagai bank kepada Bank Indonesia atau menjadi pemilik suatu bank 
(dalam hal koperasi ingin berkiprah di sektor perbankan) (Agus Santoso, 
2004: 25). 
Terkait permasalahan banyaknya Koperasi Simpan Pinjam yang 
berpraktek layaknya sebuah bank, Tb. Irman S memberikan alasan 
mengapa Koperasi tidak mengubah statusnya menjadi bank. Alasan-alasan 
tersebut sebagai berikut ( Tb. Irman S, 2006: 12-13). 
a. Untuk dapat membentuk bank, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
lebih sulit karena permodalan tidak terjangkau; 
b. Proses administrasi sangat sulit dipenuhi, baik dari segi kelengkapan 
administrasi maupun fisik; 
c. Persyaratan kepegawaian dalam suatu bank sulit dipenuhi, karena 
mengharuskan dikelola oleh tenaga ahli; 
d. Persyaratan penggajian/pembayaran pegawai tidak akan terjangkau; 
e. Perijinan mendirikan suatu bank sangat banyak dan lebih dari 1 (satu) 
instansi. 
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c. Tindak Pidana yang Berpotensi terjadi dalam Kegiatan Koperasi Simpan 
yang mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Kebijakan Program dana bergulir dikeluarkan oleh Pemerintah pada 
tahun 2000. Dana bergulir tersebut diberikan dalam bentuk uang atau 
barang modal yang disalurkan kepada  Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (KUKM). Kebijakan Program dana bergulir tidak terlepas dari 
keinginan pemerintah untuk mendorong tumbuh kembangnya koperasi 
sebagai badan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. 
Menurut kantor Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dana 
bergulir adalah dana pemerintah yang disalurkan sebagai pinjaman kepada 
koperasi dengan jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan 
permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usah produktif dan 
selanjutnya disalurkan kepada koperasi lainnya. Tujuan dari dana bergulir 
adalah untuk memperkuat modal Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit 
Koperasi Simpan Pinjam dalam melayani kebutuhan permodalan usaha 
mikro dan kecil. Pada perkembangannya, berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, status dana bergulir berubah dari 
belanja sosial menjadi belanja modal. Perubahan status dana bergulir 
tersebut mengakibatkan skema penyaluran dana bergulir berubah total. 
Jika sebelumnya dana tersebut digulirkan dari koperasi atau Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah satu ke yang lainnya, sekarang wajib kembali ke 
pemerintah 
Niat baik pemerintah untuk mengembangkan koperasi dan UKM 
dengan memberi bantuan dana bergulir tidak selalu sesuai harapan 
pemerintah. kenyataannya, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri 
dengan tujuan hanya untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. 
Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan bantuan 
yang diberikan oleh pemerintah. Dugaan Penyalahgunaan bantuan tersebut 
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bisa mengarah pada tindak pidana korupsi. Adapun Pasal-Pasal yang 
berpotensi dilanggar oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam 
pengelolaan bantuan dana bergulir tersebut antara lain: 
a. Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 
No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang berbunyi: 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 
dijatuhkan. 
b. Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 
No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang berbunyi: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling 
lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang 
No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas antara lain: dengan 
cara melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
korporasi; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Unsur “dengan cara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain 
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atau korporasi” terpenuhi ketika para pendiri mendirikan Koperasi Simpan 
Pinjam hanya bertujuan untuk memperoleh dana bantuan bergulir dan dana 
tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya (dalam arti digunakan 
untuk pengembangan koperasi), tetapi justru digunakan untuk kepentingan 
yang lain yang  bukan merupakan kepentingan pengembangan koperasi. 
Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terpenuhi 
ketika pengurus koperasi tidak mampu mengembalikan bantuan dana 
bergulir kepada pemerintah pada saat dana tersebut harus dikembalikan. 
Ketidak mampuan pengurus untuk mengembalikan bantuan dana tersebut 
dikarenakan dana yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan 
sebagaimana mestinya. Dikatakan merugikan keuangan negara karena 
sumber dana bergulir tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Sehingga bantuan dana tersebut tidak dapat 
dikembalikan, negara mengalami kerugian. 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang 
No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas antara lain: 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana; yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan; yang merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau korporasi” telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Unsur 
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau 
kedudukan” terpenuhi ketika seseorang menjabat sebagai pengurus yang 
memiliki kewenangan, tetapi kewenangan tersebut tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, kewenangan yang mestinya 
dilakukan adalah mengelola bantuan dana bergulir untuk perkembangan 
koperasi. Unsur “kesempatan” dalam hal ini adalah kesempatan untuk 
memperoleh bantuan dana bergulir dari pemerintah. Sedangkan unsur 
“sarana” yang disalahgunakan dalam hal ini adalah koperasi.  
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Membahas mengenai masalah tindak pidana, selalu berhubungan 
dengan tanggungjawab pidana. Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh 
Koperasi Simpan Pinjam, maka dalam hal ini yang dapat dikenai 
pertanggungjawaban pidana adalah pengurus selaku wakil dari Koperasi 
sebagai korporasi. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Hudiyanto, 
bahwa dalam peta bentuk organisasi usaha, koperasi merupakan satu 
bentuk usaha dalam bentuk korporasi (Hudiyanto, 2002: 102). 
Mengenai  badan hukum sebagai pembuat tindak pidana, perlu 
ditetapkan adanya kriteria perbuatan untuk dapat mengatakan bahwa badan 
hukum tersebut telah melakukan tindak pidana. Kriteria tersebut adalah 
apabila perbuatan itu dilakukan sesuai ruang lingkup pekerjaan dari badan 
melakukan pengumpulan dana melalui kantor kas di hukum (D. 
Schaffmeister, 1995: 281). Pasal 34 Undang-Undang No 25 Tahun 1995 
menyebutkan bahwa: 
(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri,  
menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan 
yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. 
(2) Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu 
dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi 
penuntut umum untuk melakukan penuntutan 
Pasal 34 inilah yang menjadi dasar bagi pengurus untuk diminta 
pertanggungjawabannya ketika terjadi kerugian pada para anggota. 
Dari pengidentifikasian potensi tindak pidana yang mungkin terjadi 
dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut, dapat ditemukan alasan-
alasan mengapa dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam berpotensi 
terjadi tindak pidana. Suhendar Sulaeman menyebutkan bahwa dalam 
kegiatan Koperasi Simpan Pinjam terdapat kelemahan-kelemahan antara 
lain (Suhendar Sulaeman, 2004: 79-80): 
a. Belum adanya sistem pengembangan keuangan koperasi; 
b. Masih banyaknya Koperasi Simpan Pinjam  yang dalam kegiatannya 
melanggar aturan khususnya PP No 9 Tahun 1995. Terdapat 2 (dua) 
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kemungkinan terjadinya penyimpangan pada kegiatan operasi 
Koperasi Simpan Pinjam dilihat dari kehadiran PP No 9 Tahun 1995, 
yaitu: 
1) Kepiawaian pengelola koperasi memanfaatkan celah-celah 
beberapa aturan yang meragukan atau “mendua”; 
2) Secara sengaja melanggar aturan yang ada, karena selama ini 
hampir tidak pernah dikenakan sanksi yang memadai terhadap 
penyimpangan tersebut . 
Pendapat Sularso sebagaimana dikutip oleh Suhendar Sulaeman 
mengatakan bahwa sehubungan dengan kelemahan-kelemahan Koperasi 
Simpan Pinjam, dapat ditemukan indikasi bahwa terdapat potensi 
kerawanan pada Koperasi Simpan Pinjam, yaitu (Suhendar Sulaeman, 
2004: 81): 
a. Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu unit koperasi; 
b. Koperasi Simpan Pinjam mengembangkan pelayanan kepada anggota 
c. Koperasi Simpan Pinjam dijadikan sebagai payung legal pelepas uang; 
d. Tidak pruden dalam memberikan pinjaman; 
e. Kurang memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi. 
Mengenai masalah penyimpangan kegiatan oleh Koperasi Simpan 
Pinjam, Abdul Salam berpendapat bahwa kurang baiknya kinerja kegiatan 
Koperasi Simpan Pinjam tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman 
tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan 
yang unik dibandingkan badan usaha lainnya serta kurangnya praktek-
praktek berkoperasi yang benar. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek, 
yaitu, pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya 
kepentingan bersama dan prinsip kesuka relaan bagi para anggotanya 
sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sebagai koperasi sejati 
yang  otonom   dan  swadaya  mandiri;  kedua, banyak koperasi yang tidak  
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dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah 
ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah badan usaha; ketiga, 
masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan 
koperasi.; keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir 
orang/kelompok baik diluar maupun didalam gerakan ekonomi itu sendiri 
untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak 
sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi 
yang bersangkutan (Abdul Salam, 2008: 76-77).   
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ada faktor lain 
yang menyebabkan timbulnya potensi tindak pidana pada kegiatan 
Koperasi Simpan Pinjam. Faktor  tersebut diantaranya, pertama, tidak 
adanya lembaga penjamin simpanan koperasi, yang dibentuk oleh 
kalangan perkoperasian dan pemerintah, untuk memperkuat kepercayaan  
serta memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota dan 
masyarakat; kedua, tidak adanya lembaga pengawasan Koperasi Simpan 
Pinjam yang terpisah dari fungsi pemerintah. Agus Santoso menyebutkan 
bahwa kontrol pihak ketiga terhadap badan hukum Koperasi cenderung 
lemah. Hal ini mengingat pada Koperasi, pengawasan dilakukan oleh 
Pengawas yang diangkat dari anggota Koperasi. Walaupun pengangkatan 
Pengawas dari anggota pada satu sisi sangat positif, yaitu ia mengetahui 
kepentingan ekonomi yang dikehendaki anggota Koperasi, sehingga dapat 
mengontrol tindakan Pengurus yang tidak sesuai dengan keinginan 
anggota Koperasi, akan tetapi ada sisi negatifnya, yaitu dalam hal anggota 
tidak mempunyai sumber daya manusia yang capable dan professional, 
sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, UU 
perkoperasian juga tidak secara tegas mengatur lembaga pemeriksaan pada 
koperasi dalam hal ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam 




SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut.  
1. Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 
Hingga saat ini, pengaturan mengenai penyelenggaran kegiatan 
Koperasi Simpan Pinjam mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta 
Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dari ketiga peraturan 
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan Koperasi 
Simpan Pinjam tersebut dapat ditegaskan bahwa kegiatan usaha Koperasi 
Simpan Pinjam adalah menghimpun dan menyalurkan dana yang hanya 
diperuntukan bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau 
anggotanya. Baik dari Undang-Undang No 25 Tahun 1992, PP No 9 
Tahun 1995 serta Kepmen No: 351/KEP/M/XII/1998 tidak ditemukan 
ketentuan yang memperbolehkan Koperasi Simpan Pinjam untuk 
melakukan kegiatan penghimpunan  dana dari masyarakat luas diluar 
anggota koperasi. 
2. Tindak Pidana yang Berpotensi Terjadi dalam Penyelenggaraan Kegiatan 
Koperasi Simpan Pinjam 
Kenyataan yang ada saat ini, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang 
menghimpun dana dari masyarakat luas diluar anggotanya. Lemahnya 
pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan 
Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan 
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terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. 
Penyimpangan tersebut tidak hanya berupa penyimpangan terhadap kode 
etik koperasi tetapi penyimpangan tersebut juga mengarah kepada tindak 
pidana yang tidak jarang menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi 
menjadi tersangka. Tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam kegiatan 
Koperasi Simpan Pinjam diantaranya: 
d. Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu tindak pidana 
penggelapan dan tindak pidana penipuan; 
e. Tindak Pidana yang mengarah pada Tindak Pidana Perbankan berupa 
praktek kegiatan perbankan tanpa ijin yang melanggar ketentuan Pasal 
16 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang 
No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 
f. Tindak Pidana yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto 
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 
B. Saran 
1. Perlu adanya peran proaktif dari kementrian dan dinas terkait yang 
memberikan ijin pendirian koperasi agar benar-benar melakukan kajian 
terhadap kelayakan usaha suatu koperasi yang mengajukan permohonan 
ijin pendirian serta tidak segan untuk bersikap tegas apabila menemukan 
pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang tidak 
sesuai lagi dengan asas-asas dan prinsip-prinsip koperasi maupun 
peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku; 
2. Perlu dibentuknya lembaga penjamin simpanan koperasi dalam rangka 
memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota koperasi yang 
menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam serta meningkatkan 
kepercayaan anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam; 
3. Perlu dibentuknya lembaga pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang 
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